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1. Pengertian dan Istilah

1.Administrasi

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa

Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang

dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

2.Administrasi Negara

Ali Mufiz (2004:1.7) menyebutkan ada dua pola pemikiran tentang administrasi

negara yaitu:

Pola Pemikiran Pertama

Memandang administrasi Negara sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah, khususnya oleh lembaga eksekutif.

Pola Pemikiran Kedua

Administrasi Negara meliputi seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan,

mencakup baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislative dan yudikatif, yang

semuanya bermuara pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik.



C.S.T. Kansil (1985:2) mengemukakan arti Administrasi Negara adalah

sebagai berikut:

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau instansi politik

(kenegaraan) yang meliputi organ yang berada di bawah pemerintah,

mulai dari presiden, menteri, termasuk gubernur, bupati/walikota (semua

organ yang menjalankan administrasi negara).

2. Sebagai fungsi atau sebagai aktivitas mengurus kepentingan negara

3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang, artinya meliputi

segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang.



3. Hukum Administrasi Negara

Menurut Oppenheim, HAN adalah sebagai peraturan-peraturan tentang negara

dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam geraknya (hukum negara dalam keadaan

bergerak atau staat in beweging).

Utrecht (1985), HAN adalah himpunan peraturan –peraturan tertentu yang

menjadi sebab, maka negara berfungsi. Dengan kata lain HAN merupakan sekumpulan

peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur

masyarakat.

C. Van Vollenhoven , HTN adalah keseluruhan peraturan hukum yang

membentuk alat-alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangannya

sedangkan HAN keselruhan ketentuan yang mengikat alat perlengkapan negara, baik

tinggi maupun rendah, setelah alat perlengkapan negara tersebut menjalankan

kewenangan ketatanegaraannya.

ISTILAH HAN sebaikanya hanya Hukum Administrasi saja, karena dalam Kata

Administrasi sudah mengandung pengertian negara

HTN dalam artian Negara dalam keadaan Diam (statis)

HAN dalam artian Negara dalam keadaan bergerak



2. Ruang lingkup/ Lapangan Pekerjaan

Administrasi Negara

Lapangan administrasi negara berdasarkan teori 

Trias Politica John Locke maupun Monesquieu adalah 

lapangan eksekutif yaitu lapangan yang melaksanakan 

undang-undang.

Immanuel Kant dan Fichte bahwa lapangan

pekerjaan administrasi negara pada Negara hukum

modern (moderneechsstaat) /  Negara kesejahteraan

adalah lebih luas dari pada dalam negara hukum klasik

(klasieke rechtsstaat)/ Negara penjaga malam. 



Prajudi Atmosudirdjo (1994: 61) mengemukakan bahwa

untuk keperluan studi ilmiah, maka ruang lingkup atau

lapangan hukum administrasi negara meliputi:

 Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum

daripada administrasi negara

 Hukum tentang organisasi dari administrasi negara

 Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari Administrasi

Negara, terutama yang bersifat yuridis

 Hukum tentang sarana-sarana dari Administrasi

Negara, terutama mengenai Kepegawaian Negara dan

Keuangan Negara

 Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah atau

Wilayah

 Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara



Victor M. Situmorang (1989) menyebutkan ada beberapa teori dari

lapangan administrasi negara.

1. Teori Ekapraja (Ekatantra)

Lapangan pekerjaan administrasi negara hanya terbatas pada mempertahankan
peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja, dalam arti
alat administrasi negara hanya merupakan “machtsapparat” (alat kekuatan)
belaka.

2. Teori Dwipraja (Dwitantra)

Frank J. Goodnow membagi seluruh kekuasaan pemerintahan dalam dichotomy,
yaitu: a) Policy making, yaitu penentu tugas dan haluan, dan b) Task Executing, yaitu
pelaksana tugas dan haluan negara.

A.M. Donner juga membedakan, yaitu: 1) kekuasaan yang menentukan tugas
(taakstelling) dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik
negara, dan 2) Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan
atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya
(verwezenlijkking van de taak).

3. Teori Tripraja (Trias Politica)

Montesquieu juga membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu:

1. kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang

2. kekuasaan eksekutif, yaitu meliputi penyelenggaraan undang-undang

3. kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran atas undang-
undang.



4. Teori Catur Praja

Van Vollenhoven membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat

yaitu: 1) Fungsi memerintah (bestuur), 2) Fungsi polisi (politie), 3) Fungsi

mengadili (justitie), 4) Fungsi mengatur (regelaar).

5. Teori Panca Praja

Dr. JR. Stellinga membagi fungsi pemerintahan menjadi lima fungsi yaitu:

1) Fungsi perundang-undangan (wetgeving), 2) Fungsi pemerintahan

(Bestuur), 3) Fungsi Kepolisian (Politie), 4) Fungsi Peradilan (Rechtspraak),

5) Fungsi Kewarganegaraan (Burgers).

5. Teori Sad Praja

Wirjono Prodjodikoro, bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 6

kekuasaan, yaitu: 1) kekuasaan pemerintah, 2) kekuasaan perundangan, 3)

kekuasaan pengadilan, 4) kekuasaan keuangan, 5) kekuasaan hubungan luar negeri,

6) kekuasaan pertahanan dan keamanan umum



3. Letak Hukum Administrasi 

Negara

Menurut isinya HAN, termasuk salah satu Hukum Publik
(Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara
dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan
perseorangan (warga negara.

HUKUM

PUBLIK                                                 PRIVAT

-HTN - PERDATA

-HAN - DAGANG

-PIDANA

-HI PUBLIK



1.HUKUM KONSTITUSI

2. HK PERDATA 

FORMAL

4. HA FORMAL 6. HK PIDANA 

FORMAL

3. HK PERDATA 

MATERIIL

5. HA MATERIIL 7. HK PIDANA

MATERIIL



4. Hubungan HAN dengan Ilmu Lainnya

1. Hukum Administrasi Negara dengan HukumTata Negara

Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negara adalah keseluruhan
peraturan hukum yang membentuk alat perlengkapan Negara dan menentukan
kewenangan alat-alat perlengkapan Negara tersebut, sedangkan Hukum
Administrasi Negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat
perlengkapan Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan
menggunakan kewenangan ketatanegaraan.

Menurut Oppenheim, HTN yaitu memperhatikan negara dalam keadaan tidak
bergerak (staat in rust). Sedangkan HAN memperhatikan negara dalam keadaan
bergerak (staat in beweging).

2. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana

Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandang sebagai bahan
pembantu atau “hulprecht” bagi hukum administrasi negara, karena penetapan
sanksi pidana merupakan satu sarana untuk menegakkan hukum tata
pemerintahan, dan sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-
undangan administratif dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum Pidana.
Sedangkan E. Utrecht mengatakan bahwa Hukum Pidana memberi sanksi
istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat, maupun atas pelanggaran
kaidah hukum publik yang telah ada.

Hukum Pidana mengantur sanksi dari perbuatan administartif yg melawan hukum



3. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata

Menurut Paul Scholten bahwa Hukum Administrasi Negara itu merupakan
hukum khusus hukum tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai
hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama, negara dan
badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari
hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua,
adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus
mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum
diatur baik oleh Hukum Administrasi negara maupun oleh hukum Perdata, maka
peristiwa itu diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai
hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum
umum.

4. Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Negara

Dimock dan Dimock, menyatakan bahwa sebagai suatu studi, administrasi
negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk
melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijakan publik (public
policy); sebagai suatu proses, administrasi negara adalah seluruh langkah-langkah
yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan; dan sebagai suatu bidang kemampuan,
administrasi negara mengorganisasikan dan mengarahkan semua aktivitas yang
dikerjakan orang-orang dalam lembaga-lembaga publik.



5. Sumber-Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang

menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa,

sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan

menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi

pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum,

faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya

hukum secara fomal artinya darimana hukum itu dapat

ditemukan, darimana asal mulanya hukum, dimana hukum

dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga

dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan

tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan

lain sebagainya.



SUMBER HUKUM

SBR.HK.MATERIIL SBR.HK.FORMAL

- PANCASILA 1. UUD NRI TH 1945

sumber dr segala 2. TAP MPRS

sumber hukum 3. UU/PERPU

4.PP

5. PERPRES

6. PERDA

(UU NO 12 TAHUN 2011)



Lapisan sumber hukum RI (HIERARKI)

PANCASILA (LANDASAN FILOSOFIS)

UUD NRI THN 1945

UU/PERPU

PP

PERPRES

PERDA



6. SIFAT HUKUM ADMINISTRASI

 ISTIMEWA – hanya dapat dipakai oleh 

administrasi negara (yang tergolong pejabat 

TUN)

 HETEROGEN- Badan pembentuk dan subtansi 

lebih dari satu

 DINAMIS- ada kewenangan diskresi atau 

wewenang bebas

 RUNTUT- prosesnya berurutan sebagai suatu 

proses





BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH

I PUTU SASTRA WIBAWA



KEWENANGAN

• Pasal 11 Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau
Mandat.



Atribusi
Pasal 12
1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang

melalui Atribusi apabila: a). diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; 
b). merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan c). 
Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh
Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada
pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. 

3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan/atau undang-undang



Delegasi
Pasal 13
(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang
melalui Delegasi apabila: a. diberikan oleh Badan/Pejabat
Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
lainnya. b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c. merupakan Wewenang
pelimpahan atau sebelumnya telah ada. 

(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.



Delegasi
Pasal 13…Lanjutan
4) Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan menentukan

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan
Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan
ketentuan: a). dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum
Wewenang dilaksanakan; b). dilakukan dalam lingkungan
pemerintahan itu sendiri; dan c). paling banyak diberikan kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya



Delegasi
Pasal 13…Lanjutan
5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat

menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, 
kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan
ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat
menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan. 

7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang
melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima
Delegasi. 



Mandat
Pasal 14
1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat

apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin. 

2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a). pelaksana harian yang 
melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan
sementara; dan b). pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin
dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. 



Mandat
Pasal 14 Lanjutan…..
3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi
bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat
harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang memberikan Mandat.



Mandat
Pasal 14 Lanjutan…
5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat

dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui
Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. 

6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat
menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat
dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan. 



Mandat
Pasal 14 Lanjutan…
7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh

Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan
dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada
perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan
alokasi anggaran. 

8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh
Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada
pemberi Mandat.



Pembatasan Kewenangan
Pasal 15 
(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: a. 

masa atau tenggang waktu Wewenang; b. wilayah atau daerah
berlakunya Wewenang; dan c. cakupan bidang atau materi
Wewenang.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa
atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau
Tindakan. 



BAB III

TINDAK PEMERINTAHAN

I PUTU SASTRA WIBAWA 



Pokok Bahasan

1. Pengertian perbuatan administrasi

2. Macam-macam perbuatan administrasi

3. Keputusan dan peraturan administrasi negara

4. Syarat-syarat sahnya suatu keputusan administrasi

negara



Pengertian Perbuatan Administrasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya (Lemaire menyebut sebagai
“Bestuurszorg” yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum oleh pemerintah),
maka administrasi negara melakukan berbagai macam perbuatan atau kegiatan
administrasi negara yang sering disebut sebagai tindak administrasi negara
atau perbuatan administrasi negara.

Romeyen mengemukakan bahwa tindak-pengreh (bestuurhandeling) adalah tiap-
tiap tindakan/perbuatan dari satu alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorgaan),
dan juga di luar lapangan hukum administrasi negara, misalnya keamanan, peradilan
dan lain-lain yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum
administrasi negara.

Van Vollenhoven mengemukakan bahwa “bestuur” yaitu pemeliharaan
kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi
dan rendahan (prinsip hirarkhi). Spontan disini diartikan segera atas inisiatif sendiri
menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul, satu demi satu (individuele
gevallen) termasuk dalam bidangnya demi untuk kepentingan umum.



1. PENGERTIAN

Dalam Perbuatan/tindakan pemerintah ada dua hal persoalan yang perlu 

dipahami yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan pemerintah dan

2. Apa yang dimaksud dengan perbuatan/tindakan pemerintah.

 a.d.1. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah :

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti luas 

dan dalam arti sempit.

 Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan 

yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 

1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. 

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas 

meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka 

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan 

arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.

Jadi, Pemerintah dibagi lingkup, yang luas mencangkup semua lembaga negara 

sedangkan yang sempit hanya eksekutif saja



a.d.2. Pengertian Perbuatan Pemerintah

 Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang 

dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan.

 Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang 

merupakan “ bestuur handling “ yaitu tiap-tiap dari alat 

perl;engkapan pemerintah.

 Menurut Van Vallen Hoven, perbuatan pemerintah 

merupakan tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri 

dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul 

tanpa menunggu perintah atasan,dan atas tanggung 

jawab sendiri demi kepentingan umum.

 Jadi, Perbuatan Pemerintah itu adalah segala perbuatan 

pemerintah baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat



TINDAK PEMERINTAHAN

TP BERDASAR HK TP BERDASAR FAKTA

TPB HK.PUBLIK TPB HK PRIVAT

TPBHP BERSEGI SATU TPBHP BERSEGI DUA

BESCHIKKING (KTUN)

KEPUTUSAN KEDALAM KEPUTUSAN KELUAR



BAHAN TUGAS

1. BUATLAH ANALISIS KASUS SECARA 

SINGKAT TENTANG :

-TINDAKAN PEMERINTAH 

BERDASARKAN HUKUM PUBLIK 

BAIK BERSEGI SATU ATAU DUA ?

-TINDAKAN FAKTA PEMERINTAH?

apakah sesuai dengan hukum dan keadaan 

masyarakat?



Macam-macam Perbuatan Administrasi Negara 

Perbuatan –perbuatan administrasi negara dapat digolongkan dalam dua

kategori yaitu:

1) kategori perbuatan hukum (rechthandelingen),

Contoh:memungut pajak, memberikan izin bangunan, dll.

2) kategori perbuatan yang bukan perbuatan hukum atau

perbuatan tanpa akibat yang diatur oleh hukum (geen rechts-

tetapi hanya feitelijke handelingen).

Contoh: membuat lapangan olah raga, membuat masjid, dsb.,



Perbuatan hukum administrasi negara terdapat dua 

kategori yaitu:

1. Perbuatan menurut hukum privat (sipil)

Administrasi negara dapat menggunakan hukum privat dalam menjalankan
tugasnya yaitu melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum privat. Misalnya,
administrasi negara menyewa atau menyewakan ruangan (pasal 1548 KUHPerd.)

2. Perbuatan menurut hukum publik

1) Perbuatan hukum publik yang bersegi dua (tweezijdige
pupliekrechtelijke handeling), yaitu suatu perjanjian berdasarkan hukum

publik. Melakukan perjanjian dengan pihak lain

2) Perbuatan hukum publik yang bersegi satu (eenzijdige
pupliekrechtelijke handeling).

Perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh
badan administrasi negara diberi nama “Ketetapan” atau
“beschikking” dan perbuatan membuat ketetapan ini disebut
“penetapan”.



W.F. Prins memberikan definisi “ketetapan” sebagai berikut: “Ketetapan adalah

suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak, dalam lapangan pemerintah,

dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaannya yang

istimewa”.

 Ketetapan Intern

Ketetapan yang dibuat untuk mengatur hubungan dalam lingkungan
badan pemerintah yang membuatnya.

Contoh: keputusan memberikan izin cuti kepada karyawannya.

 Ketetapan Ekstern)

Ketetapan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan
seorang warga negaranya atau antara pemerintah dengan sebuah
badan swasta atau antara dua atau lebih badan pemerintah

Contoh: IMB.



Ketetapan dibentuk oleh unsur-unsur sebagai 

berikut:

 Adanya perbuatan hukum

 Bersifat sebelah pihak

 Dalam lapangan pemerintahan

 Dilakukan oleh badan pemerintah

 Berdasarkan kekuasaan yang istimewa



Perbedaan Ketetapan Administrasi Negara dengan

Peraturan

Utrech mengemukakan bahwa: ketetapan itu dibuat untuk menyelesaikan suatu
hal kongkrit yang telah diketahui terlebih dahulu oleh administrasi negara.
Sedangkan peraturan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat
diketahui terlebih dahulu dan yang mungkin akan terjadi (hal umum). Peraturan
ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak.

Hubungan antara peraturan dengan ketetapan adalah bahwa peraturan merupakan
hukum in abstrakto atau general norm yang sifatnya mengikat umum atau berlaku
umum sedangkan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang
masih abstrak, agar peraturan ini dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan
ketetapan-ketetapan yang membawa peraturan ini kedalam peristiwa yang
kongkrit, yang nyata tertentu. Jadi ketetapan ini yang tugasnya melaksanakan
peraturan kedalam peristiwa kongkrit tertentu maka sifatnya menjadi mengkikat
subyek hukum tertentu, mengatur hal-hal kongkrit tertentu, karena itu ketetapan
ini disebut hukum in concreeto atau individual norm.



Syarat-syarat Sahnya Suatu Ketetapan Administrasi Negara

Van Der Pot menyebutkan beberapa syarat sahnya suatu
ketetapan, yaitu:

 Ketetapan harus dibuat oleh badan (organ) yang
berwenang (bevoegd) membuatnya. Ketidakwenangan itu
ada empat macam, yaitu:

1. Ketidakwenangan ratione materiae, artinya bahwa
alat perlengkapan itu pada hakikatnya tidak
berwenang (incompetentie ratione materiae)

2. Ketidakwenangan ratione loci, yaitu bahwa alat
perlengkapan itu di dalam batas wilayah tertentu
tidak berwenang (incompetentie ratione loci).

3. Ketidakwenangan Ratione Temporis, yaitu bahwa alat
perlengkapan itu hanya berwenang dalam suatu
jangka waktu tertentu saja (incompetentie ratione
temporis).

4. Ketidakwenangan kuorum (incompetentie quorum),
yaitu pembuatan ketetapan yang tidak
memperhatikan quorum yang diperlukan agar rapat
dapat memutuskan.



 Karena ketetapan itu adalah suatu pernyataan
kehendak (wilsverklaring) maka pembentukan
kehendak itu tidak boleh mengandung kekurangan
juridis yaitu tidak boleh mengandung paksaan,
kekeliruan, dan penipuan.

 Ketetapan itu harus diberi bentuk (vorm) yang
ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya
dan pembuatannya harus juga memperhatikan tata
cara (procedure) membuat ketetapan itu, bilamana tata
cara ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan
dasar tersebut.

 Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan
tujuan peraturan dasarnya. Artinya bahwa setiap
ketetapan yang dibuat harus sesuai dengan isi dan
tujuan undang-undang yang menjadi dasar ketetapan
itu.



Van Der Pot, menyatakan bahwa salah satu syarat tidak dipenuhi maka ketetapan itu

tidak sah. Suatu ketetapan yang tidak sah dapat merupakan:

 Ketetapan yang batal karena hukum (nietig van rechtswege)

Yaitu ketetapan yang isinya menetapkan bahwa akibat suatu perbuatan itu untuk
sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan
keputusan hakim atau badan administrasi negara yang berwenang untuk
menyatakan batalnya ketetapan tersebut, jadi ketetapan itu batal sejak
dikeluarkannya.

 Ketetapan yang batal (nietig), dapat batal mutlak atau batal nisbi

Ketetapan yang batal adalah ketetapan yang pembatalannya atau batalnya harus
dengan keputusan hakim atau oleh badan administrasi negara yang lebih tinggi
dari badan administrasi negara yang mengeluarkan ketetapan tersebut.

 Ketetapan yang dapat dibatalkan (vernietig baar).

Adalah ketetapan yang dinyatakan batal oleh hakim atau oleh badan
administrasi negara yang berwenang, ini berarti bahwa bagi hukum, perbuatan
yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan.



Terima Kasih



BAB IV

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

(BESCHIKKING)



2. BESCHIKKING/KETETAPAN

1Istilah

Istilah Beschikking berasal dari Bahasa

Belanda yang diperkenalkan olehVan der Pot 

di negreri Belanda dan masuk di Indonesia 

melalui Mr. Prins yang mengajar di Universitas

Indonesia.

Beberapa sarjana memberikan terjemahan

yang berbeda-beda terhadap istilah

“Beschikking”.



Utrecht menterjemahkan sebagai “Ketetapan”.

1. Kuntjoro menterjemahkan sebagai “Keputusan”.

2. Istilah ketetapan dapat diartikan dan atau terpisah. 

dengan Ketetapan MPR, Ketetapana MPR termasuk

dalam bidang politik sehingga dapat dinilai

kedudukannya terlalu tinggi.

3. Ketetapan dalam administrasi/ alat-alat perlengkapan 

Negara hanya merupakan peraturan pelaksana dalam

bidang administrative saja.

4. Beschikking sebagai keputusan, istilah ini dapat

ditafsirkan sebagai keputusan hakim, padahal

keputusan hakim berbeda dengan Beschikking.

5. Keputusan hakim bersifat Yudikatif Formil sedangkan

ketetapan bersifat Yudikatif Administratif



2 Pengertian Ketetapan

 Ketetapan Adminstrasi Negara merupakan hukum
publik bersegi satu yang dilakukan oleh badan/ 
pejabat pemerintah berdasarkan kekuasaan 
istimewa.

Beberapa pendapat tentang Ketetapan :

1. Van Der Wel mengatakan Ketetapan adalah suatu
perbuatan hukum oleh suatu alat pemerintah
dengan maksud untuk menimbulkan atau menolak
suatu hubungan hukum.

2. Prins mengatakan, Ketetapan adalah suatu
tindakan hukum sepihak dibidang pemerintahan 
yang dilakukan oleh alat-alat penguasaberdasarkan
kewenangan khusus.



3. A.M. Donner mengatakan, Ketetapan

adalah suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh alat pemerintahan 

berdasarkan suatu ketentuan yang 

mengikat dan berlaku umum.

4. Stellinga, Ketetapan adalah keputusan 

sesuatu alat pemerintahan yang isinya

terletak didalam lapangan, pembuatan

peraturan, kepolisian, dan pengadilan.



5. Menurut UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU 9 
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, Pasal 1 (3) menyebutkan 
Keputusan Tata Usaha adalah suatu 
penetapan tertulis yang dilakukan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang 
berisi tindakan hukum tata usaha Negara 
yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bersifat
konkrit, individual, dan final yang 
menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata.



 Berdasarkan definisi dari Undang-Undang No. 5 
Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 (di atas 
maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konkrit artinya obyeknya tertentu/ jelas, tidak
abstrak, missal keputusan memberikan ijin
bangunan.

b. Individual artinya keputusan secara khusus/ 
tertentu, tidak bersifat umum,nama, alamat, dan
yang menjadi obyeknya jelas.

c. Final artinya sudah definitive/ selesai tidak
memerlukan persetujuan atasan.

d. Berdassarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.



UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan berdasarkan: 

1. asas legalitas;

2. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; 

3. AUPB.

Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam
Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian
hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. 
kecermatan; e. tidak menyalahgunakan
kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan
umum; dan h. pelayanan yang baik.



Pasal 52 UU 30/2014

1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 

b. dibuat sesuai prosedur; dan c. 

substansi yang sesuai dengan objek

Keputusan. 

2) Sahnya Keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AUPB. 



Pasal 53 UU 30/2014

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.



Pasal 53 UU 30/2014 Lanjutan...

4) Pemohon mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk memperoleh putusan
penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan
diajukan. 

6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan Keputusan untuk melaksanakan
putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
putusan Pengadilan ditetapkan



Pasal 54 UU 30/2014

(1) Keputusan meliputi Keputusan yang 

bersifat: a. konstitutif; atau b. deklaratif. 

(2) Keputusan yang bersifat deklaratif

menjadi tanggung jawab Pejabat

Pemerintahan yang menetapkan

Keputusan yang bersifat konstitutif.



Pasal 55 UU 30/2014

1) Setiap Keputusan harus diberi alasan
pertimbangan yuridis, sosiologis, dan
filosofis yang menjadi dasar penetapan
Keputusan. 

2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diperlukan jika
Keputusan tersebut diikuti dengan
penjelasan terperinci. 

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal
pemberian alasan terhadap keputusan
Diskresi.



Pasal 56 UU 30/2014

1) Setiap Keputusan harus diberi alasan
pertimbangan yuridis, sosiologis, dan
filosofis yang menjadi dasar penetapan
Keputusan. 

2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diperlukan jika
Keputusan tersebut diikuti dengan
penjelasan terperinci. 

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal
pemberian alasan terhadap keputusan
Diskresi.



Pasal 57 UU 30/2014

 Keputusan berlaku pada tanggal

ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam

Keputusan atau ketentuan peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar

Keputusan. 



Pasal 58 UU 30/2014

(1) Setiap Keputusan harus mencantumkan

batas waktu mulai dan berakhirnya

Keputusan, kecuali yang ditentukan lain 

dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Batas waktu berlakunya Keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat

dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar Keputusan

dan/atau dalam Keputusan itu sendiri.



Pasal 58 UU 30/2014 Lanjutan..

3) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan jatuh
pada hari Minggu atau hari libur nasional, batas waktu
tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya. 

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah
ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak dapat
diundurkan. 

5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dalam suatu Keputusan dapat
diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 

6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk
menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau
terabaikannya hak Warga Masyarakat. 



Pasal 59 UU 30/2014

(1) Keputusan yang memberikan hak atau
keuntungan bagi Warga Masyarakat dapat
memuat syarat-syarat yang tidak bertentangan
dengan hukum. 

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa ketentuan mulai dan berakhirnya: a. 
Keputusan dengan batas waktu; b. Keputusan
atas kejadian pada masa yang akan datang; c. 
Keputusan dengan penarikan; d. Keputusan
dengan tugas; dan/atau e. Keputusan yang 
bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta
dan kondisi hukum. 



 Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan 

Pembatalan Keputusan

 Diatur Pasal 63, 64, 65, 66, 67, 68 UU 

30/2014



 MenurutVan Vallen Hoven Perbuatan

Pemerintah mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. Konkrit artinya nyata dan mengatur hal

yang tertentu

2. Kusnistis, artinya menyelesaikan kasus-per 

kasus

3. Individual artinya berlaku terhadap

seseorang tertentu yang jelas identitasnya.



3. Syarat-syarat suatu Ketetapan

Suatu Ketetapan harus memenuhi syarat-

syarat agar ketetapan itu menjadi sah, yaitu :

1. Dibuat oleh alat/ pejabat yang berwenang

2. Tidak boleh kekuranganYuridis

3. Bentuk dan cara sesuai dengan peraturan dasar

4. Isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan dasar

5. Menimbulkan akibat hukum



 a.d.1. Dibuat oleh yang berwenang, artinya ketetapan
itu harus dibuat oleh pejabat Negara yang berkuasa/ 
berwenang menurut Undang-Undang dan apabila
ketetapan dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, 
maka akibatnya ketetapan itu batal demi hukum.

 a.d.2. Tidak boleh ada kekurangan yuridis artinya
ketetapan itu dibuat harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

 Dengan demikian ketetapan itu tidak boleh dibuat
atas dasar :

1. Salah perkiraan / divaling

2. paksaan/ dwang

3. Bedrog/ tipuan

 Ketetapan demikian dapat dibatalkan



 a.d.3. Bentuk dan Cara

Bentuk dan cara/Proseduir Ketetapan telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

 Secara teoritis bentuk ketetapan ada dua macam 

yaitu :

1. Bentuk Lisan, bentuk ini tidak mempunyai akibat

hukum dan tidak begitu penting bagi administrasi 

Negara serta dilakukan dalam situasi yang 

cepat/segera.

2. Bentuk Tertulis, ketetapan ini dibuat secara

tertulis sangat penting dalam penyusunan alasan

dan diktumnya harus jelas guna penyusunan

banding serta demi kepastian hukum.



 a.d.4. Isi dan Tujuan

Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai
dengan peraturan yang menjadi dasar
diterbitkannya ketetapan itu.

 Dalam praktek banyak ketetapan yang isi dan
tujuannya tidak ssuai dengan peraturan dasar, 
hal ini merupakan dotournement den 
pouvois, yaitu dimana pejabat Negara 
menggunakan kewenangannya untuk
menyelenggarakan kepentingan umum yang 
lain untuk kepentingan umum yang dimaksud
oleh peraturan yang menjadi dasar
wewenang itu atau merupakan
penyalahgunaan wewenang.



 a.d.5. Menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata.

 Menimbulkan akibat hukum berarti

menimbulkan suatu perubahan dalam suatu

hubungan hukum yang telah ada, misalnya

melahirkan atau menghapuskan suatu

hubungan hukum, dan atau melahirkan suatu

wewenang bagi suatu badan atau jabatan

administrasi atauberubahnya suatu wewenang

bagi suatu badan atau pejabat.



3. MACAM-MACAM KETETAPAN

 Dalam masyarakat timbul berbagai masalah

sehingga pemerintah harus bekerja keras untuk

menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan

melakukan berbagai perbuatan baik perbuatan

biasa/ fakta maupun perbuatan hukum guna

menyelesaikan beraneka masalah dengan

mengeluarkan berbagai ketetapan yang isi dan

bentuknya beraneka ragam coraknya.

Pada dasarnya sangat sulit menentukan

macam/ penggolongan tentang macam-macam

ketetapan.



Secara umum macam-macam ketetapan antara lain sebagai berikut :

 1. Ketetapan Positif
Yaitu ketetapan yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi

mereka yang dikenai, juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu

keadaan hukum yang baru atau suatu ketetapan yang membatalkan

suatu ketetapan yang lama.

 Misalnya :

Keputusan Rektor mengangkat dosen menjadi anggota panitia ujian

Negara. Surat Keputusan Rektor tersebut didasarkan kepada

beberapa surat Keputusan Menteri P dan K tentang

penyelenggaraan ujian Negara. Keputusan Rektor ini meletakan

keawjiban baru dan sekaligus memberikan hak baru bagi dosen yang 

diangkat menjadi anggota panitia ujian Negara. Kewajiban baru

adalah kewajiban untuk menguji dan hak baru adalah hak untuk

mendapatkan honorarium sebagai akibat pengangkatan tersebut.



Mr. Prins mengemukakan bahwa ketetapan
positif mempunyai akibatakibat hukum dalam lima 
golongan :

1, Ketetapan yang pada umumnya melahirkan
keadaan hukum yang baru.

2. Ketetapan yang melahirkan keadaan hukum baru
bagi obyek tertentu.

3. Ketetapan yang menyebabkan berdirinya atau
bubarnya suatu badan hukum.

4. Ketetapan yang membrimkan hak-hak baru
kepada seseorang atau lebih ( ketetapan yang 
menguntungkan)

5. Ketetapan yang mebebankan kewajiban baru
kepada seseorang atau lebih (perintah-perintah)



2. Ketetapan Negatif

Adalah tiap penolakan atas sesuatu permohonan untuk mengubah sesuatu

keadaan hukum tertentu yang telah ada.

Bentuk-bentuk dari ketetapan negative adalah :

a. Suatu pernyataan tidak berwenang

b. Pernyataan tidak diterima

c. Suatu penolakan

3. Ketetapan Declaratoir

Yaitu ketatapan yang isinya menyatakan apa yang sudah ada/ sudah diatur

dalam undang-undang, misalnya hak seorang pegawai negeri untuk

mendapatkan cuti libur 12 hari kerja. Hak cuti ini sudah ditentukan dalam

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.

4. Ketetapan Konstitutif

Ialah ketatapan yang melahirkan hak baru, hak baru ini sebelumnya tidak

dipunyai oleh orang yang ditetapkan dalam ketetapan itu.



5. Ketetapan Kilat

Yaitu ketetapan yang hanya berlaku pada saat tertentu
waktunya pendek, misalnya SIM, KTP.

6 Ketetapan Fotografis

Ketetapan yang berlaku seumur hidup, sekali
dikeluarkan tetap berlaku, misalnya Ijazah, Piagam.

7. KetatapanTetap

Yaitu Ketetapan yang masa berlakunya untuk waktu
sampai diadakan perubahan/ penarikan kembali.

8. Ketetapan Intern

Yaitu ketetapan yang diselenggarakan di lingkungan 
sendiri, misalnya pemindahan pegawai dari bagian
keuangan menjadi bagian pembekalan

9. Ketetapan Extern

Yaitu ketetapan yang penyelenggaraannya berhubungan
dengan orang luar, misalnya pemberian izin bangunan.



4. PERBUATAN PEMERINTAH LAINNYA

1. DISPENSASI

Dispensasi adalah suatu ketetapan yang menghapuskan
akibat daya mengikatnya suatu peraturan perundang-
undangan, 

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan :

 Dispensasi merupakan suatu pernyataan alat 
pemerintahan yang berwenang bahwa kekuatan
undang-undang tertentu tidak berlaku terhadap
masalah/ kasus yang diajukan oleh seseorang.

 Van Der Pot mengatakan :

Dispensasi adalah keputusan alat pemerintah yang 
membebaskan suatu perbuatan dari cengkraman dari
suatu peraturan yang melarang perbuatan itu



Prins mengatakan :

Dispensasi adalah suatu perbuatan pemerintah yang meniadakan

berlakunya suatu peraturan perundang-undangan untuk suatu persoalan

istimewa. Tujuan pemberian dispensasi adalah agar seseorang dapat 

melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyimpang dari syarat-syarat

untdan-undang yang berlaku.

 Misalnya : pemberian izin bagi seorang wanita yang berumur 15 tahun

untuk menikah, meskipun peraturan menentukan syarat-syarat untuk 

wanita harus berumur 16 tahun.

2. I Z I N / Vergunning

Izin adalah ketetapan yang menguntungnkan, misalnya memberikan izin

untuk menjalankan perusahaan. Ada dasarnya izin diberikan karena ada

peraturan yang melarang.



3. L I S E N S I

Merupakan izin untuk menjalankan suatu perusahaan, misalnya Lisensi 
untuk impor barang-barang atau Ekspor hasil bumi.

4. K O N S E S I

Merupakan suatu perjanjian bersyarat antara pemerintah dengan seorang/ 
swasta untuk melakukan suatu tugas pemerintah.

 Van Vollen Hoven mengatakan :

Bilaman pihak swasta atas izin pemerintah melakukan suatu usaha besar
yang emnyangkut kepentingan masyarakat, misalnya: Konsesi pertambangan, 
kehutanan dan alin sebagainya,

 Van de Pot mengatakan :

Konsesi adalah keputusan administrasi Negara yang mempertahankan
suatu subyek hukum swasta bersama pemerintah melakukan perbuatan
penting bagi umum.

 Prins mengatakan:

Konsesi adalah izin atas hal yang penting bagi umum, misalnya dalam bidang
pertambangan.

 Kerenenburg mengatakan :

Konsesi berhubungan dengan hal pemerintahan, memberi bantuan pada
pekerjaan yang bagi umum dan bersifat monopoli.



5. PERINTAH

 Prins mengatakan :

Perintah ialah pernyataan kehendak pemerintah yang tugasnya disebutkan
siapa-siapa dan bagi orang-orang itu melahirkan kewajiban tertentu yang 
sebelumnya bukan kewajiban.

 Misalnya perintah untuk membubarkan orang-orang tertentu yang 
berkumpul deng bermaksud jaht berdasarkan pasal 218 KUHPidana, 
perintah pengosongan rumah, pembongkaran bangunan dan sebagaianya.

6. PANGGILAN

 Menurut Prins mengatakan :

Panggilan memberikan kesan adanya atau timbulnya kewajinam, hal ini
berarti bahwa apabila panggilan itu tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi. 
Misalnya, panggilan jaksa kepada seseorang tertentu untuk didengar
keterangannya atau panggilan polisi bagi seseorang untuk dimintai
keterangannya dan lain sebagainya.

7. UNDANGAN

Menurut Prins : Undangan dapat dan atau tidak menib\mbulkan kewajiban
dan tidak mempunyai akibat hukum, hanya mempunyai kewajiban moral.



BAB V

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK  
SEBAGAI KONTROL

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



1. Komisi de Monchy.

Pada tahu 1950 pemerintah Belanda membentuk
komisi yang diketuai oleh Mr. De Monchy yang bertugas
menyelidiki cara-cara perlindungan hukum bagi penduduk/
rakyat. Komisi ini telah berhasil menyusun asas-asas umum
untuk pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik yang
diberi nama “ General Principle of Good Government “

1. Asas Kepastian Hukum

Artinya didalam pemerintah menjalankan wewenagnya
haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah
ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak
seseoang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh
ditarik kembali. Pemerintah harus konsekwen atas
keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum.



2. Asas Keseimbangan
Yaitu adanya keseimbangan antara pemberian

sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang
pegawai, janganlah hukuman bagi seseorang
berlebihan dibandingkan dengan kesalahannya,
misalnya seorang pegawai baru tidak masuk kerja
langsung dipecat, hal ini tidak seimbang dengan
hukuman yang diberikan kepadanya. Dengan
adanya asas ini maka lebih menjamin terhadap
perlindungan bagi pegawai negeri.

3. Asas Kesamaan
Artinya pemerintah dalam menghadapi kasus

yang sama/ fakta yang sama, pemerintah harus
bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak
ada pilih kasih dan lain sebagainya.



4. Asas Bertidak Cermat

Artinya pemerintah senantiasa bertindak
secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian
bagi warga masyarakat, misalnya kewajiban
pemerintah memberi tanda peringatan terhadap
jalan yang sedang diperbaiki, jangan sampai dapat
menimbulkan korban akibat jalan diperbaiki.

5. Asas Motivasi

Artinya setiap keputusan pemerintah harus
mempunyai alasan atau motivasi yang benar dan
adil dan jelas. Jadi tindakan-tindakan pemerintah
disertai alasan-alasan yang tepat dan benar.



6. Asas Jangan Mencampuadukan Kewenangan
Artinya pemerintah jangan menggunakan

wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang 
sudah ditetapkan untuk wewenang itu.
7. Asas Fair Play

Artinya pemerintah harus memberikan 
kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk
mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberi hak
banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak
diterima.
8. Asas Keadilan dan Kewajaran

Artinya pemerintah tidak boleh bertindak
sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang
yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya.



9. Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar
Artinya agar tindakan pemerintah dapat

menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi
yang berkepentingan, misalnya seorang pegawai
negeri minta izin untuk menggunakan kendaraan
pribadi pada waktu dinas, yang kemudian izin yang 
telah diberikan untuk menggunakan kendaraan
pribadi dicabut, tindakan pemerintah demikian
dianggap salah/ tidak wajar.

10. Asas Meniadakan Akibat-Akibat Suatu Keputusan
Yang Batal

Asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan
atas suatu keputusan, maka yang 
bersangkutanharus diberi ganti rugi atau
rehabilitasi. 



11.Asas Perlindungan Hukum

Artinya bahwa setiap pegawai negeri
diberi hak kebebasan untuk mengatur
kehidupan pribadinya sesuai dengan
pandangan hidup yang dianutnya atau sesuai



12. Asas Kebijaksanaan

Artinya pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan undangundang dan
menyelenggarakan kepentingan umum. Unsur
bijaksana harus dimiliki oleh setiap pegawai/ 
Pemerintah.

13. Asas Penyelenggraan Kepentingan Umum

Artinya tugas pemerintah untuk 
mendahulukan kepentingan umu daripada 
kepentingan pribadi. Pegawai negeri sebagai
aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi
masyarakat dan Pemerintah menyelenggarakan 
tugas pemerintah dan pembangunan.



Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, pasal 1 angka 6 menyebutkan
bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang
Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma
kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk
mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun
1999 menyebutkan Asas-Asas Umum
Penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Azas Kepastian Hukum ;

2. Azas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan ;

3. Azas Kepentingan Umum ;

4. Azas Keterbukaan ;

5. Azas Proporsionalitas;

6. Azas Profesionalitas;

7. Azas Akuntabilitas.



Dalam penjelasan dari Pasal 3 dijelaskan yang 
dimaksud dengan :

1. Asas Kepastian Hukum adalah azas dalam
Negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, 
kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan Penyelenggara Pemerintah.

2. Asas Tertib Penyelenggaran Negara adalah
azas yang menjadi landasan keteraturan, 
keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan Negara.



3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang 
mendahulukan kesejahteraan umum, dengan
cara yang aspioratif, akomodatif, dan selektif. 

4. Asas Keterbukaan adalah asas yang 
membuka diri terhadap hak
masyarakat,untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan



5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang 
mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.



Menurut World Bank dan UNDP

Suatu pemerintahan yang baik meliputi :

1. Participation

2. Rule of Law

3. Transparancy

4. Responsiveness

5. Concensus Orientation

6. Equity

7. Effectiveness and Efeciency

8. Acountability

9. Strategy Vision



Kuntjoro Purbopranoto
Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terdapat 13 

Asas, yaitu :
• azas kepastian hukum,
• azas keseimbangan,
• azas kesamaan,
• azas bertindak cermat,
• azas mitovasi untuk setiap keputusan pangreh/pemerintah,
• azas jangan mencampuradukan kewenangan,
• azas permainan layak,
• azas keadilan atau kewajaran,
• azas menanggapi pengharapan yang wajar,
• azas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, 
• azas perlindungan atas pandangan hidup
• azas kebijaksanaan,
• azas penyelenggaraan kepentingan umum.



Pasal 58 Undang-Undang Pemda No 
23 Tahun 2014

1. Asas Kepastian Hukum

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

3. Asas Kepentingan Umum

4. Asas Keterbukaan

5. Asas Proporsionalitas

6. Asas Profesionalitas

7. Asas Akuntabilitas

8. Asas Efisiensi

9. Asas Efektivitas

10. Asas Keadilan



Dari uraian-uraian di atas maka ciri-ciri Tata 
Pemerintahan yang baik antara lain adalah :

1. Mengikutsertakan seluruh masyarakat

2. Transparansi dan bertanggung jawab

3. Adil dan Efektive

4. Menjamin Kepastian Hukum

5. Adanya Konsensus masyarakat dengan
Pemerintah dalam segala bidang

6. Memperhatikan kepentingan orang banyak
dan lebih memberikan kesejahteraan



UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan berdasarkan: 

1. asas legalitas;
2. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; 
3. AUPB.

Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam
Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian
hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. 
kecermatan; e. tidak menyalahgunakan
kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan
umum; dan h. pelayanan yang baik.



BAB VI
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

I PUTU SASTRA WIBAWA



1. Dasar Hukum PTUN

a. UU No. 5 Tahun 1986, tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, jo UU 
No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 
Tahun 2009

b. PP No. 7 Tahun 1991, tentang
penerapan UU No. 5 Tahun 1986, 
tentang PTUN LN No. 8/1991.



KOMPETENSI RELATIF (BATAS DAERAH 
HUKUM YANG MENJADI KEWENANGAN) 

PTUN
• PTUN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA 

KABUPATEN/ KOTA DAN DAERAH HUKUMNYA 
MELIPUTI KABUPATEN/ KOTA

• PTUN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA PROVINSI 
DAN DAERAH HUKUMNYA MELIPUTI WILAYAH 
PROVINSI



URAIAN TEMPAT KEDUDUKAN TERKAIT 
PTUN

• TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT
• TEMPAT KEDUDUKAN SALAH SATU TERGUGAT
• TEMPAT KEDIAMAN PENGGUGAT DITERUSKAN KE 

PENGADILAN TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT
• TEMPAT KEDIAMAN PENGGUGAT (DALAM KEADAAN 

TERTENTU MENURUT HUKUM)
• PTUN JAKARTA JIKA TEMPAT KEDIAMAN PENGGUGAT 

DAN TERGUGAT BERADA DI LUAR NEGERI
• TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT BILA TEMPAT 

KEDIAMAN PENGGUGAT DI LUAR NEGERI DAN TEMPAT 
KEDIAMAN TERGUGAT DI DALAM NEGERI



KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN 
MENGADILI SUATU PERKARA MENURUT OBYEK 

ATAU MATERI ATAU POKOK SENGKETA)
• PENETAPAN TERTULIS
• DIKELUARKAN OLEH BADAN/ PEJABAT TUN
• BERISI TINDAKAN HUKUM TUN
• BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

YANG BERLAKU
• BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL
• MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG 

ATAU BADAN HUKUM PERDATA
• 6 SYARAT TERSEBUT BERSIFAT KOMULATIF, ARTINYA 

UNTUK MENJADI OBYEK SENGKETA TUN MAKA KE 6 
SYARAT TERSEBUT HARUS DIPENUHI



2. Dasar Konstitusionil Pembentukan
PTUN.

a. Pasal 24 UUD 1945

(1). Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan lain-lain badan-badan
Kehakiman menurut Undang-Undang

(2). Susunan dan kekuasaan badan-badan
kehakiman itu diatur dengan

Undang-Undang.

b. Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok



• Kekuasaan Kehakiman dilakukan
oleh Pengadilan dalam
lingkungan :

1. Peradilan Umum

2. Peradilan Agama

3. Peradilan Muliter

4. Peradilan Tata Usaha Negara



Susunan PTUN

a. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan
peradilan Tingkat Pertama.

b. Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan
peradilan Tingkat Banding

c. Mahkamah agung, merupakan Peradilan Tata 
Usaha Negara Tertinggi, yang berfungsi
sebagai peradilan kasasi.



4. Kekuasaan dan wewenang PTUN

PTUN bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha
Negara.



5. Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

a. Sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha Negara.

b. Sengketa antara orang atau badan hukum
perdata dengan badan atau pejabat tata
usaha Negara baik di pusat maupun di daerah.

c. Sengketa akibat dikeluarkannya keputusan
tata usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



6. Keputusan Tata Usaha Negara

a. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh badan atau pejabat tata usaha Negara.

b. Yang berisikan tindakan hukum tata usaha
Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Yang bersifat konkrit, individual dan final.

d.. Yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang.



7. Teori Tentang Kompetensi PTUN
1. Thorbecke

Ukuran yang digunaklan dalam menentukan peradilan
mana yang berwenang ilalah ; Pokok sengketa ( 
fundamentum petendi). Bila pokok sengketa terletak dalam
lapangan hukum publik, maka hakim administrasi yang 
berwenang memutuskannya. Bila pokok sengketa terletak
di lapangan hukum perdata, maka hakim perdata/ hakim 
biasa yang berwenang.

2. BUYS
Ukuran yang dipakai untuk menenukan kewenangan peradilan

ialah : Pokok dalam perselisihan ( obyektum litis ). Bila
seseorang dirugikan dalam hak privatnya dan mengajukan
ganti rugi, berarti obyek perselisihannya berupa hak privat, 
maka perkara tersebut harus diselesaikan oleh hakim biasa. 
Meskipun sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, 
bila hak privat yang merupakan pokok perselisihan maka
yang berwenang adalah hakim biasa.



8. Pengajuan Gugatan di PTUN

Suatu gugatan dapat diajukan ke PTUN bila
memenuhi syarat-syarat yaitu :

a. Penggugat hanya orang atau badan hukum
perdata

b. Tergugat hanya badan atau pejabat pemerintah.

c. Isi gugatan : Keputusan pemerintah yang tertulis
konkrit, individual dan final d. Isi tuntutan : 
Penggugat mengajukan tuntutan agar keputusan
pemerintah yang disengketakan dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.



9. Alasan Gugatan
a. Bila keputusan tata usaha Negara bertentangan dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku misalnya :

1. Cacat prosedur yaitu cacat dalam tata cara pembuatan keputusan.

2. Cacat mengenai isi keputusan itu.

3. Cacat mengenai wewenang.

b. Bila badan atau pejabat pemerintah pada waktu mengeluarkan
keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan laindari
maksud diberikannya wewenang itu. Telah terjadi penyalahgunaan
wewenang (de tournament de pouwier)

c. Bila badan atau pejabat pemerintah pada waktu mengeluarkan atau
tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua
kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya
tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan
tersebut.



10. Keputusan Pengadilan dapat berupa

a. Gugatan ditolak

b. Gugatan dikabulkan

c. Gugatan tidak diterima

d. Gugatan gugur

Bila gugatan dikabulkan, maka keputusan dapat berupa :

a. Pencabutan keputusan pemerintah yang 
bersangkutan.

b. Dapat memberikan keputusan baru, setelah
mencabut keputusan pemerintah yang bersangkutan.

c. Menerbitkan suatu keputusan dalam hal pemerintah
tidak mengeluarkan keputusan



PADA PRAKTEKNYA YANG SERING 
MENJADI OBYEK SENGKETA T.U.N

• KEPUTUSAN TENTANG PERIZINAN

• KEPUTUSAN TENTANG STATUS HUKUM, HAK 
DAN KEWAJIBAN

• KEPUTUSAN TENTANG KEPEGAWAIAN



TUGAS

1. CARILAH 1 CONTOH KASUS 
YANG DISIDANGKAN PADA 
PERADILAN TATA USAHA 
NEGARA DI BALI



BAB VII
UPAYA ADMINISTRATIF

I  PUTU SASTRA WIBAWA



PENGANTAR AWAL
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti
bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip
kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum



Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk
Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi
Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan
rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari
Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian
tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada
kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri



Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat
bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat
diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan
dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau
Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga
Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum
dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara
efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata 
Usaha Negara yang bebas dan mandiri. 



DASAR PERTIMBANGAN LAHIRNYA UU 30/2014 
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau
pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas
umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi
dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat
pemerintahan; 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, 
undangundang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang 
dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan



PASAL 1 ANGKA 16 UU 30/2014

Upaya Administratif adalah proses 
penyelesaian sengketa yang dilakukan
dalam lingkungan Administrasi
Pemerintahan sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan dan/atau
Tindakan yang merugikan.



PASAL 6 AYAT (2) UU 30/2014 Terkait Hak 
Pejabat Pemerintahan

Menyelesaikan Upaya Administratif yang 
diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau
Tindakan yang dibuatnya; 

Menjatuhkan sanksi administratif kepada
bawahan yang melakukan pelanggaran.



PASAL 33 AYAT (2) DAN (3) UU 30/2014
2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga
berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 

3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dilakukan oleh: 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan
dan/atau Tindakan; atau

b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan
dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif



PASAL 75 AYAT (1), (2), (3), (4) DAN (5) uu 
30/2014

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan
dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau
Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan.

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a). 
keberatan; dan b). banding

3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a). ditentukan lain dalam
undang-undang; dan b). menimbulkan kerugian yang lebih besar. 

4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya
Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara. 

5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya



PASAL 76 AYAT (4) UU 30/201

Penyelesaian Upaya Administratif
berkaitan dengan batal atau tidak
sahnya Keputusan dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan
tuntutan administratif.



SANKSI ADMINISTRATIF RINGAN, SEDANG 
DAN BERAT
PASAL 81 AYAT (1)

Sanksi administratif ringan berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. penundaan kenaikan
pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan

PASAL 81 AYAT (2)

Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran
uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; 
atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan

PASAL 81 AYAT (3)

Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa: a. pemberhentian
tetap dengan memperoleh hakhak keuangan dan fasilitas lainnya; b. pemberhentian tetap tanpa
memperoleh hakhak keuangan dan fasilitas lainnya; c. pemberhentian tetap dengan memperoleh
hakhak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau d. pemberhentian
tetap tanpa memperoleh hakhak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.



SKEMA PERBATAN PEMERINTAHAN 

 

                                  PERBUATAN PEMERINTAHAN                                           TINDAKAN BERDASARKAN HUKUM 

             (AAUPB) 

 

 

 

 

Tindak Pemerintahan                                                      Tindakan Nyata         Wewenang Harus Ada 

 berdasarkan Hukum     

 

 

  

                                                                                                                                                   Asas Legalitas (kepastian Hukum) 

  

Hukum Publik                                           Hukum Privat 

 

                                                                  

                                                                                                                                                                Prosedur Jelas 

 

 

Bersegi Satu (KTUN)    Bersegi Dua (Kontrak)                                                                               Substansi Jelas 

 

 

 

 

  Intern                               Ekstren                                                                                                        Penerapan Baik 

 

                     Melanggar Hukum         Melebur       Melawan Hukum                                              Tujuan Tercapai (welfare state) 

 

 

 

                              Peratun                                       Peradilan Umum 



ANATOMI KEPUTUSAN/ BESCHIKKING  

NAMA JABATAN (Yang mengeluarkan) 

 

Menimbang :  a. bahwa……….            Jika tipenya permohonan, kata ‘membaca’ 

    b. bahwa……… 

 

Mengingat : 1. ……………….                 Konsideran yuridis, harus hierarkis 

   2………………… 

 

Memutuskan 

Menetapkan :                                 

 Pertama :                          (Diktum) tidak pasal-pasal --- harus ada nama  

 Kedua : 

 

       Ditetapkan di ……….. 

        Ttd 

          Nama Pejabat 

   

Sering kali di akhir keputusan “apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diperbaiki melalui cara-cara yang ditetapkan” 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 1986 
 

TENTANG 
PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang :    a. bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan 
mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, 
aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan 
kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin 
terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras 
antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga 
masyarakat; 

b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan 
mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara 
bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan 
menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu 
menjadi alat yang efisien, efektit, bersih, serta berwibawa, dan 
yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum 
dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk 
masyarakat; 

c. bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan 
suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati 
suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang 
berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan 
timbul benturan kepentingan, perselisilian, atau sengketa antara 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga 
masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya 
pembangunan nasional; 

d. bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya 
Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, 
kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat 
memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam 
hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaba Negara dengan 
masyarakat; 

e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan sesuai 
pula dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu 
dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha. Negara; 
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Mengingat :     1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 

Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor IV/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2951); 

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3316);  

 
Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Pertama 
Pengertian 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi 

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah; 
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan 
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan 
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; 

4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata 
Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat 
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan; 

6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan 
keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan 
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kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; 
7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; 
8. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
 

Pasal 2 
 
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-
undang ini : 
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat 

umum; 
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan 
badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan  Bersenjata 
Republik Indonesia; 

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil 
pemilihan umum. 

 
Pasal 3 

 
(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, 

sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan 
Keputusan Tata Usaha Negara. 

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan 
keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan 
data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan 
keputusan yang dimaksud. 

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka 
waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan 
penolakan. 

 
 
 
 
 
 
 

Bagian Kedua 
Kedudukan 
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Pasal 4 
 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. 
 

Pasal 5 
 
(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

dilaksanakan oleh : 
 a. Pengadilan Tata Usaha Negara; 
 b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
(2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak 

pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 
 

Bagian Ketiga 
Tempat Kedudukan 

 
Pasal 6 

 
(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota 

kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. 
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. 
 

Bagian Keempat 
Pembinaan 

 
Pasal 7 

 
(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh 

Departemen Kehakiman. 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh 

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata 
Usaha Negara. 

 
 

BAB II 
SUSUNAN PENGADILAN 

 
Bagian Pertama 

Umum 
 

Pasal 8 
 
Pengadilan terdiri atas : 
a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama; 
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding. 
 

Pasal 9 
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Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden. 
 

Pasal 10 
 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang. 
 

Pasal 11 
 
(1) Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan 

Sekretaris. 
(2) Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 
(3) Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi. 

 
Bagian Kedua 

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan 
 

Paragraf 1 
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 

 
Pasal 12 

 
(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas 

Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini. 
 

Pasal 13 
 
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri, 

dilakukan oleh Menteri Kehakiman. 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh 

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata 
Usaha Negara. 

 
Pasal 14 

 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, 

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 a. warga negara Indonesia; 
 b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
 c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
 d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 

termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung 
ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau 
organisasi terlarang lainnya; 

 e. Pegawai negeri; 
 f. sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang Tata Usaha 

Negara; 
 g. berumur serendah-rendahnya dua puluh lima tahun; 
 h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 
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(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha 
Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai 
Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 
Pasal 15 

 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), huruf a huruf 

b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h; 
 b. berumur serendah-rendahnya empat puluh tahun; 
 c. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Ketua atau Wakil 

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau sekurang-kurangnya lima belas 
tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai Hakim pada 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya lima tahun bagi 
Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua 
Pengadilan Tata Usaha Negara. 

(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya delapan tahun sebagai 
Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya 
tiga tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah 
menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 
Pasal 16 

 
(1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas 

usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 
(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 

Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 
 

Pasal 17 
 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan 

wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan; bunyi 
sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut : 

  
 "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk 

memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan 
menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan 
barang sesuatu kepada siapa pun juga".  

 
 "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". 

 
 "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan 

mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup 
bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional: Undang-Undang Dasar 1945, dan 
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segala undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik 
Indonesia". 

 
 "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan 

saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan 
akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya ini sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim yang 
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". 

 
(2) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah 

atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 
(3) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua 

Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

(4) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh 
Ketua Mahkamah Agung. 

 
Pasal 18 

 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak 

boleh merangkap menjadi : 
 a. pelaksana putusan pengadilan; 
 b. wali pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang 

diperiksan olehnya; 
 c. pengusaha. 

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. 
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
Pasal 19 

 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya 

karena : 
 a. permintaan sendiri; 
 b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; 
 c. telah berumur enam puluh tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara dan enam puluh tiga tahun bagi Ketua, Wakil 
Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; 

 d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya 

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala 
Negara. 

 
Pasal 20 

 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari 

jabatannya dengan alasan : 
 a.dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 
 b.melakukan perbuatan tercela; 
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 c.terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; 
 d.melanggar sumpah atau janji jabatan; 
 e.melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan setelah yang 
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis 
Kehormatan Hakim. 

(3) Pembentukan, susunan, dan tata keda Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara 
pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri 
Kehakiman. 

 
Pasal 21 

 
Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya 
diberhentikan sebagai pegawai negeri. 
 

Pasal 22 
 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara 
dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri 
Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(2). 

 
Pasal 23 

 
(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan 

penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari 
jabatannya. 

(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan Negari dalam perkara 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat 
diberhentikan sementara dari jabatannya. 

 
Pasal 24 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentain dengan hormat, 
pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentaian sementara, serta hak-hak 
pejabat yang terhadapnya dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
 

Pasal 25 
 
(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden. 
(2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur 

dengan Keputusan Presiden. 
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Pasal 26 
 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas 

perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah 
Agung dan Menteri Kehakiman. 

(2) Dalam hal : 
 a. Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana kejahatan, atau 
 b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

pidana mati, atau 
 c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan 

negara. 
 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap tanpa perintah dan persetujuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 

Paragraf 2 
Panitera 

 
Pasal 27 

 
(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh 

seorang Panitera. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil 

Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. 
 

Pasal 28 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a.warga negara Indonesia; 
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
d.serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum; 
e.berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau tujuh 

tahun sebagai Panitera Muda Pengaditan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai 
Wakil Panitera Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

 
Pasal 29 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a.syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c 
b.berijazah sarjana hukum; 
c.berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau 

delapan tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 
empat tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 
Pasal 30 

 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang 
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calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a.  syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d; 
b.   berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau 

enam tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 

Pasal 31 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a.syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf c; 
b.berijazah sarjana hukum; 
c.berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau tujuh 

tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat 
tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai 
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 
Pasal 32 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang 
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a.  syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d; 
b.  berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 

Pasal 33 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a.  syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d; 
b.  berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti 

Penpdilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat tahun sebagai Panitera Muda atau 
delapan tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 
menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 
Pasal 34 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a.  syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pegawai negeri pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 

Pasal 35 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, seorang, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf d; 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Panitera Pengganti 

Pengadilan Tata Usaha Negara atau sepuluh tahun sebagai pegawai negeri pada 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

 
Pasal 36 

 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh 

merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkairan dengan perkara 
yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera. 

(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. 
(3)Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam rayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman 
berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 

 
Pasal 37 

 
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diangkat dari 
diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman. 
 

Pasal 38 
 
Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera 
Pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh 
Ketua Pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai 
berikut: 
 
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh 
jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara 
apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun". 
 
"Saya bersumpah/belanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari 
siapa pun juga suatu janji atau pemberian".  
 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan 
serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan 
ideologi nasional; Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta 
peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". 
 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini 
dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam 
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi 
seorang Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti yang berbudi baik 
dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". 
 

Pasal 39 
 

Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja keparliteraan 
Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. 
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Bagian Ketiga 

Sekretaris 
 

Pasal 40 
 
Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat  yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. 
 
 

Pasal 41 
 
Jabatan Sekretaris Pengadilan dirangkap oleh Panitera. 
 

Pasal 42 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a.warga negara Indonesia; 
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
d.serendah-rendahnya berijazah sadana muda hukum atau sarjana muda administrasi; 
e.berpengalaman di bidang administrasi peradilan. 
 

Pasal 43 
 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a.  syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf e; 
b.  berijazah sadana hukum atau sarjana administrasi. 
 

Pasal 44 
 
Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. 
 

Pasal 45 
 
Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau 
janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang 
bersangkutan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut Saya 
bersumpah/berjanji : 
 
"bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris, akan setia dan taat 
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah". 
 
"bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh 
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab."  
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"bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan 
martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan 
kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan". 
 
"bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus saya rahasiakan". 
 
"bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara". 
 

Pasal 46 
 
(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan. 
(2) Tugas serta tanggung jawab, susanan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur 

lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman. 
 

BAB III 
KEKUASAAN PENGADILAN 

 
Pasal 47 

 
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
sengketa Tata Usaha Negara. 

 
Pasal 48 

 
 
(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara 
administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, 
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. 

 
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa 

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya 
administratif yang bersangkutan telah digunakan. 

 
Pasal 49 

 
Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata 
Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : 
a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar 

biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 50 

 
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. 
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Pasal 51 

 
(1)  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. 
(2)  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa 

dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili 
antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. 

(3)  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. 

(4)  Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi. 

 
Pasal 52 

 
(1)  Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah 

laku Hakim, Panitera, dan Sekretaris di daerah hukumnya. 
(2)  Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya 
peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan 
diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya. 

(3)  Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan 
yang dipandang perlu.  

(4)  Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak 
boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksaa dan memutus sengketa 
Tata Usaha Negara. 

 
BAB IV 

HUKUM ACARA 
 

Bagian Pertama 
Gugatan 

 
Pasal 53 

 
(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada 
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara 
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai 
tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi. 

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) adalah : 

 a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

 b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk 
tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; 

 c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak 
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mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah 
mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu 
seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan 
tersebut. 

 
Pasal 54 

 
(1)  Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang 

berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. 
(2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan 

berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan 
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 

(3)  Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum 
Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke 
Pengadilan yang daerah hukummnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk 
selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan 
kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman penggugat. 

(5)  Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan 
diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. 

(6)  Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, 
gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat. 

 
Pasal 55 

 
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung 
sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara. 
 

Pasal 56 
 
(1) Gugatan harus memuat : 
 a.nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau 

kuasanya; 
 b.nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; 
 c.dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. 
(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka 

gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. 
(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang 

disengketakan oleh penggugat. 
 

Pasal 57 
 
(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh 

seorang atau beberapa orang kuasa. 
 
(2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan 
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secara lisan di persidangan. 
 
(3) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di 

negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di 
negara tersebut, serta kemudian diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 
penerjemah resmi. 

 
Pasal 58 

 
Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang 
bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh 
seorang kuasa. 
 

Pasal 59 
 
(1)  Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang 

besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan. 
(2)  Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam 

daftar perkara oleh Panitera Pengadilan. 
(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah gugatan dicatat, 

Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh memanggil 
kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. 

(4) Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan 
pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. 

 
Pasal 60 

 
(1)  Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk 

bersengeketa dengan cuma-cuma. 
(2)   Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai 

dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat 
kediaman pemohon. 

(3)  Dalam keterangan tersebut harus dinyatkan bahwa pemohon itu betul-betul tidak 
mampu membayar biaya perkara. 

 
 

Pasal 61 
 

(1)  Permohonan gebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diperiksa dan 
ditetapkan oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. 

(2)  Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir. 
(3) Penetapan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk 

bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama, juga berlaku di tingkat banding 
dan kasasi. 

 
Pasal 62 

 
(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan 

suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa 
gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : 
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 a.pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang 
Pengadilan; 

 b.syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi 
oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan; 

 c.gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; 
 d.apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan 

Tata Usaha Negara yang digugat; 
 e.gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. 
(2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat 

permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil 
kedua belah pihak untuk mendengarkannya; 

 b.  Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera 
Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan. 

(3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan 
perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari 
setelah diucapkan; 

 b.  Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56. 

(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan dengan acara singkat. 

(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan 
sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan 
diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. 

(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. 
 

Pasal 63 
 
(1)  Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan 

pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. 
(2)  Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: 
 a. wajib memberi nasihar kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan 

melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh 
hari; 

 b.  dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
yang bersangkutan. 

(3)  Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 
penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan 
putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. 

(4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan 
upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. 

  
 

Pasal 64 
 
(1)  Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya 

tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. 
(2)  Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam 

hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat 
sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2. 
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Pasal 65 
 
Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing 
telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat. 
 

Pasal 66 
 
(1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik 

Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan 
cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut 
kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 

(2)  Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang 
beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan 
Republik Indonesia di luar negeri dalain wilayah tempat yang bersangkutan 
berkedudukan atau berada. 

(3)  Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak 
dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang 
bersangkutan. 

 
 Pasal 67 
 
(1)  Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang digugat. 

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata 
Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara 
sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus 
dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. 

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : 
 a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang 

mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata 
Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; 

 b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan 
mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. 

 
 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan di Tingkat Pertama 

 
Paragraf 1 

Pemeriksaan Dengan Acara Biasa 
 

Pasal 68 
 
(1)  Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga 

orang Hakim. 
(2)  Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. 
(3) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim 
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Ketua Sidang. 
(4) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap 

ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. 
 

Pasal 69 
 
(1)  Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah 

laku, dan ucapan yang menjungjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan 
Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan. 

(2)  Setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), setelah mendapat peringatan dari dan atas perintah Hakim Ketua 
Sidang, dikeluarkan dari ruang sidang. 

(3) Tindakan Hakim Ketua Sidang terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana 
ditnaksud dalam ayat (2), tidak mengurangi kemungkinan dflakukan penuntutan, 
jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana. 

 
Pasal 70 

 
(1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakiin Ketua Sidang membuka sidang dan 

menyatakannya terbuka uuntuk umum. 
(2) Apabila Majehs Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut 

ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup 
untuk umum. 

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
menyebabkan batalnya putusan demi hukum. 

 
Pasal 71 

 
(1)  Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama 

dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, 
gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan 
gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. 

 
Pasal 72 

 
(1)  Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang 

berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat 
dipertanggujawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka 
Hakim Ketua Sidang dengan Surat penetapan meminta atasan tergugat 
memerintahkan tergugat badir dan/atau menanggapi gugatan. 

(2) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat 
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari 
atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari 
sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, 
tanpa hadirnya tergugat. 

(3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan 
mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. 
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Pasal 73 
 
(1)  Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara 

mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari 
sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang. 

(2)   Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap 
pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil 
sekali lagi. 

(3)   Apabila pada hari penundaan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa 
kehadirannya. 

 
Pasal 74 

 
(1) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang 

memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, 
pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. 

(2) Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk 
menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. 

 
Pasal 75 

 
(1) Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan 

replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, 
dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim. 

(2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai 
dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan 
penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim. 

 
Pasal 76 

 
(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat 

memberikan jawaban. 
(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan 

gugatan,oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pangadilan hanya apabila disetujui 
tergugat. 

 
Pasal 77 

 
(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu 

selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut 
Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib 
menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang 
bersangkutan. 

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan 
jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok 
sengketa diperiksa. 

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus 
bersama dengan pokok sengketa. 
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Pasal 78 

 
(1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan 

keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau 
isteri meskipun telah bercerai, dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera. 

(2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 
terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau 
hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat 
atau penasihat hukum. 

(3) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 
diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa 
telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan 
yang lain. 

 
Pasal 79 

 
(1) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri apabila ia berkepentingan 

langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa. 
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas 

kehendak Hakim atau Panitera, atau atas permintaan salah satu atau pihak-pihak 
yang bersengketa. 

(3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) maka pejabat Pengadilan yang berwenang yang 
menetapkan. 

(4) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 
diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa 
telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan 
yang lain. 

 
 
 

Pasal 80 
 
Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang 
memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum 
dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa. 

 
Pasal 81 

 
Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat 
mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di 
kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya. 
 

Pasal 82 
 
Para pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau 
petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah 
memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 
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Pasal 83 
 

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam 
sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa 
sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat 
masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : 

 a. pihak yang membela haknya; atau 
 b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak 

oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang. 
(3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan 
permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. 

 
Pasal 84 

 
(1) Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui 

batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertutis 
disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan. 

(2) Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, maka Hakim 
wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa 
tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara 
pemeriksaan. 

(3) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibacakan dan/atau diberitahukan 
kepada para pihak yang bersangkutan. 

 
Pasal 85 

 
(1)  Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang 

perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh 
Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau 
meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan 
sengketa. 

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat 
memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam 
persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu. 

(3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh 
penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang 
asli belum diterima kembali dari Pengadilan. 

(4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan 
terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua 
Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang 
berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu 
sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan. 

 
Pasal 86 

 
(1) atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang 

dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan. 
(2) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 
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meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk 
menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi 
perintah supaya Saki dibawa oleh polisi ke persidangan. 

(3) Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang 
bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pangadilan tersebut, tetapi pemeriksaan 
saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kediaman saksi. 

 
Pasal 87 

 
(1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang. 
(2) Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur 

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau 
kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja 
dengan penggugat atau tergugat. 

(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut 
agama atau kepercayaannya. 

 
Pasal 88 

 
Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah : 
a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke 

bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa; 
 
b. isteri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai; 
c. anak yang belum berusia tujuh belas tahun; 
d. orang sakit ingatan. 
 

Pasal 89 
 
(1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan 

kesaksian ialah : 
 a.saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak; 
 b.setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan 

merahasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau 
jabatannya itu. 

(2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan 
Hakim. 

 
Pasal 90 

 
(1) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui 

Hakim Ketua Sidang. 
(2) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua Sidang tidak ada 

kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak. 
 

Pasal 91 
 
(1)  Apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang 
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dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa. 
(2) Sebelum melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan 

sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya untuk mengalihkan 
bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya. 

(3)  Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih 
bahasa dalam sengketa tersebut. 

 
Pasal 92 

 
(1) Dalam hal penggugat atau saksi bisu, dan/atau tuli dan tidak dapat menulis, 

Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat orang yang pandai bergaul dengan 
penggugat atau saksi sebagai juru bahasa. 

(2) Sebelum melaksanakan tugasnya juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau 
kepercayaannya. 

(3) Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim 
Ketua Sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, 
dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut 
dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan 
dan jawaban harus dibacakan. 

 
Pasal 93 

 
Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. 
 

Pasal 94 
 
(1) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan di dengar dalam persidangan 

Pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. 
(2) Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat di dengar 
keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa. 

(3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena 
halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim dibantu oleh Panitera 
datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan 
mendengar saksi tersebut. 

 
Pasal 95 

 
(1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, 

pemerficsaan dflanjutkan pada hari persidangan berikutnya. 
(2) Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi 

mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. 
(3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata 

tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh 
memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, dan tanggal persidangan 
berikutnya. 

(4) Dalam hal pihak sebagaimana dalam ayat (3) tetap tidak hadir tanpa alasan 
yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut, 
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maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya. 
 

Pasal 96 
 

Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan 
memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan 
permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut. 
 

Pasal 97 
 
(1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan 
masing-masing. 

(2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda 
untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam 
ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan 
sengketa tersebut. 

(3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis 
merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan 
sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil 
dengan suara terbanyak. 

(4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat 
menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis 
berikutanya. 

(5) Apabil dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara 
terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan. 

(6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang 
terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan 
kepada kedua belah pihak. 

(7) Putusan Pengadilan dapat berupa : 
 a.gugatan ditolak; 
 b.gugatan dikabulkan; 
 c.gugatan tidak diterima; 
 d.gugatan gugur. 
(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat 

ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. 

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : 
 a.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau 
 b.pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan 

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau 
 c.penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada 

Pasal 3. 
(10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan 

ganti rugi. 
(11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) 

menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi. 
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Paragraf 2 
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat 

 
Pasal 98 

 
(1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus 

dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam 
gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa 
dipercepat. 

(2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan 
tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.  

(3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat 
digunakan upaya hukum. 

  
Pasal 99 

 
(1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal. 
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) 

dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah 
dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 
(2)menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur 
pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. 

(3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, 
masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari. 

 
 
 
 

Bagian Ketiga 
Pembuktian 

 
Pasal 100 

 
(1) Alat bukti ialah : 
 a.surat atau tulisan; 
 b.keterangan ahli; 
 c.keterangan saksi; 
 d.pengakuan para pihak; 
 e.pengetahuan Hakim. 
 
(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. 

 
Pasal 101 

 
Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah : 
a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat 

umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat 
surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa 
atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; 
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b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-
pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti 
tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; 

c. surat-surat lainnya yang bukan akta. 
 

Pasal 102 
 
(1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam 

persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan 
pengetahuannya. 

(2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak 
boleh memberikan keterangan ahli. 

 
Pasal 103 

 
(1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena 

jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa 
orang ahli. 

(2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat 
maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut 
kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. 

 
Pasal 104 

 
Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan 
hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. 
 

Pasal 105 
 
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat 
dan dapat diterima oleh Hakim. 
 

Pasal 106 
 
Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. 
 

Pasal 107 
 
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian 
pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti berdasarkan keyakinan Hakim. 
 

Bagian Keempat 
Putusan Pengadilan 

 
Pasal 108 

 
(1) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
(2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan 

Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu 
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disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. 
(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat 

putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 

Pasal 109 
 
(1) Putusan Pengadilan harus memuat : 
 a. Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA"; 
 b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan 

para pihak yang bersengketa; 
 c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; 
 d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi 

dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; 
 e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 
 f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; 
 g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta 

keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. 
(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan. 
(3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan Pengadilan diucapkan, 

putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang 
turut bersidang. 

(4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat 
Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan 
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya 
Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut. 

(5) Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan 
Pangadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan menyatakan 
berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut. 

 
Pasal 110 

 
Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya 
perkara. 
 

Pasal 111 
 
Yang termasuk dalam biaya perkara ialah : 
a.biaya kepaniteraan dan biaya meterai; 
b.biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta 

pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih 
itu meskipun pihak tersebut dimenangkan; 

c.biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan 
bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua Sidang. 

 
Pasal 112 

 
Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan/atau tergugat disebut 
dalam amar putusan akhir Pengadilan. 
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Pasal 113 

 
(1) Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam 

sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan 
dalam berita acara sidang. 

(2) Pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan Pengadilan dapat 
meminta supaya diberikan kepadanya salinan resmi putusan itu dengan 
membayar biaya salinan. 

 
Pasal 114 

 
(1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat berita acara sidang yang 

memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang. 
(2) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera; 

apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam 
berita acara tersebut. 

(3) Apabila Hakim Ketua Sidang dan panitera berhalangan menandatangani, maka 
berita acara ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan 
berhalangannya Hakim Ketua Sidang dan Panitera tersebut. 

 
 
 
 
 

Bagian Kelima Pelaksanaan Putusan Pengadilan 
 

Pasal 115 
 
Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat 
dilaksanakan. 
 

Pasal 116 
 
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan 
setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat 
pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari. 

(2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan 
tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 
tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 
tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat 
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan 
Pengadilan tersebut. 

(4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan 

www.djpp.depkumham.go.id

djp
p.d

ep
ku

mha
m.go

.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. 
(5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan 

setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah 
memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan 
putusan Pengadilan tersebut. 

(6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak 
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua 
Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan 
putusan Pengadilan tersebut. 

 
Pasal 117 

 
(1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 

(11) apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna 
malaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan 
Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekautan hukum tetap, ia wajib 
memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat. 

(2) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada 
Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan. Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban 
membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. 

(3) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan 
tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus 
dibebankan kepada tergugat. 

(4) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetatapi tidak dapat 
diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, 
Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup 
menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud. 

(5) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat 
diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung 
untuk ditetapkan kembali. 

(6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati 
kedua belah pihak. 

 
Pasal 118 

 
(1) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 

berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), 
ayat (10), dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau 
diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut 
ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan 
dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu 
dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan 
Pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada 
tingkat pertama. 
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(2) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat 
diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang 
permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
56; terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63. 

(3) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dengan 
sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. 

 
Pasal 119 

 
Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 

Bagian Keenam 
Ganti Rugi 

 
Pasal 120 

 
(1) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi 

dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah 
putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar 
ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
Bagian Ketujuh 

Rehabilitasi 
 

Pasal 121 
 
(1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), 
salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan 
kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan 
rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

 
Bagian Kedelapan 

Pemeriksaan di Tingkat Banding 
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Pasal 122 

 
Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan 
banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
 

Pasal 123 
 
(1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau 

kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha 
Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas 
hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah. 

(2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya 
perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera. 

 
Pasal 124 

 
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir hanya dapat 
dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir. 
 

 
 

Pasal 125 
 
(1) Permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh Panitera dalam daftar perkara. 
(2) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding. 
 

Pasal 126 
 
(1) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding 

dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihakbahwa mereka 
dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima pemberitahuan 
tersebut. 

(2) Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus 
dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-
lambatnya enam puluh hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan 
banding. 

(3) Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori 
banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra 
memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan Penitera 
Pengadilan. 

 
 Pasal 127 
 
(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara 

banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim. 
(2) Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan 

Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi 
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tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan 
tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu. 

(3) Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak 
berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedang Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat 
memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan 
Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya. 

(4) Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu tiga puluh hari 
mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat pemeriksaan dan 
surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam 
pemeriksaan tingkat pertama. 

 
Pasal 128 

 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku juga 

bagi pemeriksaan di tingkat banding. 
(2) Ketentuan tentang hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 

ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera di tingkat banding dengan 
Hakim atau Panitera di tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus 
perkara yang sama. 

(3) Apabila seorang Hakim yang memutus di tingkat pertama kemudian menjadi 
Hakim pada Pengadilan Tinggi, maka Hakim tersebut dilarang memeriksa 
perkara yang sama di tingkat banding. 

 
Pasal 129 

 
Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan 
dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi 
meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum 
lampau. 
 

Pasal 130 
 

Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu 
untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. 
 

Bagian Kesembilan 
Pemeriksaan di Tingkat Kasasi 

 
Pasal 131 

 
 
(1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan 

kasasi kepada Mahkamah Agung. 
(2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
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Bagian Kesepuluh 

Pemeriksaan Peninjauan Kembali 
 

Pasal 132 
 
(1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 
(2) Acara pemeriksaan peninjauan kembah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

 
BAB V 

KETENTUAN LAIN 
 

Pasal 133 
 

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim 
 

Pasal 134 
 
Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan/atau surat lainnya yang 
berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim 
untuk diselesaikan. 
 

Pasal 135 
 
(1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara 

tertentu yang memerlukan kealdian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat 
menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis. 

(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seseorang harus memenuhi syarat-
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf 
f. 

(3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku 
bagi Hakim Ad Hoc. 

(4) Tata cara penunjukkan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 136 

 
Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus berdasarkan 
nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan 
umum dan yang harus segera diperiksa, maka pemeriksaan perkara itu didahulukan. 
 

Pasal 137 
 

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur 
tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.  
 

Pasal 138 
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Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu 
Hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. 
 

Pasal 139 
 
(1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan. 
(2) Dalam daftar perkara tersebut setiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi 

catatan singkat tentang isinya. 
 

Pasal 140 
 
Panitera membuat sarnan putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 141 
 
(1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, 

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat 
berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 

(2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh 
dibawa ke luar ruang kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 142 
 

(1) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut 
Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan 
Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan 
Umum. 

(2) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut 
Undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan 
Umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara. 

 
Pasal 143 

 
(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Menteri 

Kehakiman setelah mendengan pendapat Ketua Mahkamah Augng mengatur 
pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera 
Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris pada Pengadilan di lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara. 

(2) Pengangkatan dalam jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil 
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyimpang dari persyaratan yang 
ditentukan dalam Undang-undang ini. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 144 

 
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Peradilan Administrasi Negara". 

 
Pasal 145 

 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-undang ini 
diundangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.    
  
 
       Disahkan di Jakarta 
       pada tanggal 29 Desember 1986 
       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
           ttd. 
 
         SOEHARTO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Desember 1986 
 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
 ttd. 
 
SUDHARMONO, S.H. 
  
   
  

LEMBARAN  NEGARA  REPUBLIK INONESIA TAHUN 1986 NOMOR 77 
 

www.djpp.depkumham.go.id

djp
p.d

ep
ku

mha
m.go

.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  9  TAHUN  2004 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986  

TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, 
negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan; 

b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di 
bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang 
merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan; 

c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan 
kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara; 

 
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3344); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4358); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA 
USAHA NEGARA. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 2 

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut 
Undang-Undang ini: 



  
 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 
perdata; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang 
bersifat umum; 

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang 
bersifat hukum pidana; 

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional 
Indonesia; 

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah 
mengenai hasil pemilihan umum. 

 
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. 

 
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 
(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota 

Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah 
Kabupaten/Kota. 

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota 
Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. 

 
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 7 

(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial 
Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus 
sengketa Tata Usaha Negara.  

5. Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana 
tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 5. 

 
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang 

berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 9A 

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan 
yang diatur dengan undang-undang. 

 
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 
(1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan 

kehakiman. 
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan 

tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 
 

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 13 

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh 
Ketua Mahkamah Agung. 



  
 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus 
sengketa Tata Usaha Negara. 

 
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 
(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha 

Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
d. sarjana hukum; 
e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; 
f. sehat jasmani dan rohani; 
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan 
h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 

Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang 
terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis 
Indonesia.  

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang 
berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata 
Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 
tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf 

b, huruf c, huruf d,  huruf f, dan huruf h; 
b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun; 
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, 

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15 (lima belas) 
tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara; 

d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 
sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 3 (tiga) 
tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah 
menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 

(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) 
tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 2 
(dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang 
pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 
(1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul 

Ketua Mahkamah Agung. 
(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh 

Ketua Mahkamah Agung. 
 

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 17 

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 
Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. 

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi 
sebagai berikut:  



  
 

Sumpah : 
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban 
Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 
menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa." 
Janji : 
"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi 
kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 
teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan 
selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa." 

(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil 
sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 

(4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta 
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya 
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

(5) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau 
janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung. 

 
13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim 

tidak boleh merangkap menjadi: 
a. pelaksana putusan pengadilan; 
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara 

yang diperiksa olehnya;  
c. pengusaha. 

(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. 
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan 

hormat dari jabatannya karena : 
a. permintaan sendiri; 
b. sakit jasmani atau rohani terus menerus; 
c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, 

dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65 (enam puluh 
lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara; 

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia 

dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh 
Presiden. 

 
15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan 

hormat dari jabatannya dengan alasan: 
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 
b. melakukan perbuatan tercela; 
c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 

pekerjaannya; 
d. melanggar sumpah atau janji jabatan; 
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18. 



  
 

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan 
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan 
Hakim. 

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis 
Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut 
oleh Ketua Mahkamah Agung. 

 
16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21 
Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya 
diberhentikan sebagai pegawai negeri. 

 
17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 22 
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan 

tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 
dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah 
Agung. 

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(2). 

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
paling lama 6 (enam) bulan. 

 
18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 26  
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan 
atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah 
Agung, kecuali dalam hal: 
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; 
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

pidana mati; atau 
c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan 

negara. 
 

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 28 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum; 
e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil 

Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha 
Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara; dan  

f.  sehat jasmani dan rohani. 
 

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 29 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf f; 
b. berijazah sarjana hukum; dan  
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil 

Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata 



  
 

Usaha Negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata 
Usaha Negara. 

 
21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera 

Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata 
Usaha Negara. 

 
22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 31 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf f; 
b. berijazah sarjana hukum; dan  
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera 

Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata 
Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha 
Negara. 

 
23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera 

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 

24. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 33 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera 

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai 
Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan 
Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan 
Tata Usaha Negara. 

 
25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 34 
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai 

negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 

26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 35 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 



  
 

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, dan huruf f; dan 

b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera 
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8 (delapan) tahun sebagai 
pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

 
27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 36 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera 

tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang 
berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai 
Panitera. 

(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat. 
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh 
Mahkamah Agung. 

 
28. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37 
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan 
diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. 

29. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 38 

(1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera 
Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut 
agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi 
sebagai berikut: 
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk 
memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan 
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau 
menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.” 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima 
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau 
pemberian.” 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara 
dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan 
jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan 
orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, 
Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik 
dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”. 

 
30. Di antara Pasal 39 dan Bagian Ketiga Sekretaris disisipkan Bagian Kedua 

baru yakni Bagian Kedua A Jurusita yang berisi 5 (lima) pasal yakni Pasal 
39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal 39E sehingga berbunyi 
sebagai berikut:  

Bagian Kedua A 
Jurusita 

Pasal 39A 
Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita. 

Pasal 39B 
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 



  
 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;  
e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita 

Pengganti; dan 
f. sehat jasmani dan rohani. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 

c, huruf d, dan huruf f; dan 
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai 

negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 

Pasal 39C 
(1) Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan 

oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. 
(2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan 

yang bersangkutan. 
 

Pasal 39D 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib 

diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan 
yang bersangkutan. 

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi 
sebagai berikut: 
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk 
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan 
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau 
menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.” 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima 
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau 
pemberian.” 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan 
ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.” 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan 
jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan 
orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau 
Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan 
hukum dan keadilan”. 

 
Pasal 39E 

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita 
tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang 
berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan. 

(2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat. 
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut 
oleh Mahkamah Agung. 

 
31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 42 
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha 
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 



  
 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda 

administrasi;  
e. berpengalaman di bidang administrasi pengadilan; dan 
f. sehat jasmani dan rohani. 

 
32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 44 
Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah 
Agung. 

 
33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 45 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris dan Wakil Sekretaris diambil 

sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang 
bersangkutan. 

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi 
sebagai berikut: 
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk 
diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris akan setia dan taat kepada 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, negara dan pemerintah.” 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan 
yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, 
dan tanggungjawab.”  
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung 
tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil 
Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara 
daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan.”  
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu 
yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.” 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, 
tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”  

 
34. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 46 
(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum 

Pengadilan. 
(2) Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, 

dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh 
Mahkamah Agung. 

 
35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 53 
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan 
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi 
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan 
ganti rugi dan/atau direhabilitasi. 

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
 

36. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 



  
 

Pasal 116 
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera 
Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya 
dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat 
belas) hari. 

(2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha 
Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan 
kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak 
dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua 
Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan 
memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. 

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang 
bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah 
uang paksa dan/atau sanksi administratif. 

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat 
oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

 
37. Ketentuan Pasal 118 dihapus.  

 
38. Di antara Pasal 143 dan Bab VII Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal 

baru yakni Pasal 143A, yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 143A 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-
undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. 

 
39. Penjelasan Umum yang menyebut "Pemerintah" dan "Departemen 

Kehakiman" diganti menjadi "Ketua Mahkamah Agung." 
 
 

Pasal  II 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Maret 2004 

SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

BAMBANG KESOWO 



  
 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 35 

 
PENJELASAN 

ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  9  TAHUN  2004 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986  

TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 
 
UMUM 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa 
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau 
perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau 
perubahan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip 
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah 
dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung  dengan  Undang-
Undang  Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan 
salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah 
Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa 
segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non 
yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah 
Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut : 
1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha 

Negara; 
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim; 
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim; 
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim; 
5. penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu 

sengketa; 
6. adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  Tata  
Usaha  Negara  pada  dasarnya  untuk  menyesuaikan   terhadap Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I  
  Angka 1 
   Pasal 2 



  
 

   Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata 
Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili 
dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena 
ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang 
tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara 
menurut Undang-Undang ini. 

   Huruf a 
    Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 

perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang 
dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang 
didasarkan pada ketentuan hukum perdata. 

   Huruf b 
    Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah 

pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan 
dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap 
orang. 

   Huruf c 
    Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih 

memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku 
masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. 
Dalam kerangka pengawasan adminstratif yang bersifat preventif 
dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi 
dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan 
Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih 
dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan 
instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat 
dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. 
Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah 
menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri. 

   Huruf d 
    Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, 
dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang 
mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat 
di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus 
dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi 
dipenuhi atau tidaknya  syarat  yang  dijatuhkan  dalam  pidana  itu,   
lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera 
mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut 
kepadanya.  
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut 
Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka. 

    Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah 
umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-
barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi. 

    Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam 
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh 
pengadilan di lingkungan peradilan umum. 

   Huruf e 
    Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini 

umpamanya: 
1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan 

sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas 
pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa 
tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak 
berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak. 



  
 

2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan 
pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas 
dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah 
menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar 
kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan 
Umum.  

   Huruf f 
    Cukup jelas.  
   Huruf g 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 2 

  Pasal 4 
Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik 
warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata 
yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.  

 
 Angka 3 
  Pasal 6 
   Ayat (1) 
    Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara 

berada di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi 
wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 
adanya pengecualian. 

    Ayat (2) 
    Cukup jelas. 
 
 Angka 4 
  Pasal 7 
   Cukup jelas. 
 
 Angka 5 
  Pasal 9 
   Cukup jelas. 

 
  Angka 6 
   Pasal 9A 

   Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau 
spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan 
pajak.  

 
  Angka 7 
   Pasal 12 

   Cukup jelas. 
 

  Angka 8 
  Pasal 13 
   Ayat (1) 
    Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah meliputi 

pengawasan melekat (built-in control) yang dilakukan oleh Mahkamah 
Agung. 

    Ayat (2) 
     Cukup jelas. 

 
 Angka 9 
  Pasal 14 
   Cukup jelas. 

 
  Angka 10 



  
 

   Pasal 15 
  Ayat (1) 

    Huruf a 
     Cukup jelas. 
    Huruf b 
     Cukup jelas. 
    Huruf c 
     Cukup jelas. 
    Huruf d 
     Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam ketentuan 

ini adalah penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung 
terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang 
bersangkutan. 

   Ayat (2) 
    Cukup jelas. 
   Ayat (3) 
    Cukup jelas. 

 
 Angka 11 
  Pasal 16 
   Cukup jelas. 
 
 Angka 12 
  Pasal 17 
   Cukup jelas. 
 
 Angka 13 
  Pasal 18 
   Cukup jelas. 
 
 Angka 14 
  Pasal 19 
   Ayat (1) 
    Huruf a 

     Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas 
permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri 
dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil 
menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya 
sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana, dan 
keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim Pengadilan 
merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam 
usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang 
Hakim. 

 
    Huruf b 

     Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus 
menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan 
ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya 
dengan baik. 

    Huruf c 
     Cukup jelas. 
    Huruf d 

     Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah misalnya yang 
bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam 
menjalankan tugasnya. 

   Ayat (2) 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 15 
   Pasal 20 

   Ayat (1) 



  
 

    Huruf a 
     Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah 

tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) 
tahun. 

    Huruf b 
     Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah 

apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan 
tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan 
merendahkan martabat hakim. 

    Huruf c 
     Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua 

tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan. 
    Huruf d 
     Cukup jelas. 
    Huruf e 
     Cukup jelas. 
   Ayat (2) 
    Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 

dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang 
bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. 

   Ayat (3) 
    Cukup jelas. 
 
 Angka 16 
  Pasal 21 
   Cukup jelas. 
 
 Angka 17 
  Pasal 22 
   Ayat (1) 
    Cukup jelas. 
   Ayat (2) 
    Cukup jelas. 
   Ayat (3) 
    Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung sejak 

tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara. 
 
  Angka 18 

  Pasal 26 
   Cukup jelas. 
 
 Angka 19 
  Pasal 28 
   Huruf a 
    Cukup jelas. 
   Huruf b 
    Cukup jelas. 
   Huruf c 
    Cukup jelas. 
   Huruf d 

   Yang dimaksud dengan “sarjana muda hukum” termasuk mereka 
yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan 
sarjana  muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu. 

   Huruf e 
    Cukup jelas. 
   Huruf f 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 20 
   Pasal 29 

   Cukup jelas. 



  
 

 
  Angka 21 
   Pasal 30 

  Cukup jelas. 
 
  Angka 22 
   Pasal 31 

  Cukup jelas. 
 
  Angka 23 
   Pasal 32 

  Cukup jelas. 
 

 Angka 24 
  Pasal 33 

   Cukup jelas. 
 
 Angka 25 
  Pasal 34 
   Cukup jelas. 
 
 Angka 26 
  Pasal 35 
   Cukup jelas. 

 
 Angka 27 
  Pasal 36 

  Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan 
Panitera Pengganti. 

 
  Angka 28 
   Pasal 37 

  Cukup jelas. 
 

  Angka 29 
   Pasal 38 

  Cukup jelas. 
 
  Angka 30 
   Pasal 39A 

  Dalam hal tenaga Jurusita di Pengadilan Tata Usaha Negara kurang 
memadai, maka pelaksanaan tugas Jurusita dibantu oleh Panitera 
Pengganti. 

   Pasal 39B 
    Cukup jelas. 
   Pasal 39C 
    Cukup jelas. 
   Pasal 39D 
    Cukup jelas. 
   Pasal 39E 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 31 
   Pasal 42 

   Cukup jelas. 
 
  Angka 32 
   Pasal 44 
    Cukup jelas. 
 
  Angka 33 



  
 

   Pasal 45 
    Cukup jelas. 
 
  Angka 34 
   Pasal 46 
    Cukup jelas. 
 
  Angka 35 
   Pasal 53 
    Ayat (1) 

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau 
badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum 
saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.  

    Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat 
Keputusan Tata Usaha Negara. 

    Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang 
kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha 
Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa 
dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. 

    Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena 
gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak 
selama pemeriksaan. 

    Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan 
keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang 
akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. 

    Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang 
dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 
1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar 
Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan 
penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. 

    Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti 
rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya 
tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi. 

    Ayat (2)  
    Huruf a 

  Cukup jelas. 
 Huruf b 

     Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang 
baik” adalah meliputi asas: 

- kepastian hukum; 
- tertib penyelenggaraan negara; 

- keterbukaan;  

- proporsionalitas; 
- profesionalitas; 

- akuntabilitas, 
     sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

 
  Angka 36 
   Pasal 116 

   Ayat (1) 
    Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum 

tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan 
putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut 
belum memperoleh kekuatan hukum tetap. 

    Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan 
Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 



  
 

   Ayat (2) 
    Cukup jelas. 
   Ayat (3) 
    Cukup jelas. 
   Ayat (4) 

   Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang 
paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran 
sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang 
dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan 
mengabulkan gugatan penggugat. 

   Ayat (5) 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 37 
   Pasal 118 
    Cukup jelas. 
 
  Angka 38 
   Pasal 143A 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 39 
   Cukup jelas. 
 
Pasal II 
  Cukup jelas. 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4380. 

 
 



 

SALINAN 

UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2014 

TENTANG 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau 

pejabat pemerintahan dalam menggunakan 

wewenang harus mengacu pada  asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

  b. bahwa  untuk menyelesaikan permasalahan dalam  

penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan 

mengenai administrasi pemerintahan diharapkan 

dapat menjadi solusi dalam memberikan 

pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat 

maupun pejabat pemerintahan; 

  c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, 

khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-

undang tentang administrasi pemerintahan menjadi 

landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari 

keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan 

untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

membentuk Undang-Undang tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana 

dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan 

oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. 

2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam 

melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang 

meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, 

pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.  

3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 

unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, 

baik di lingkungan pemerintah maupun 

penyelenggara negara lainnya. 

4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung 

yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau 

strata pemerintahan yang lebih tinggi. 

5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau 

penyelenggara negara lainnya untuk mengambil 

keputusan dan/atau tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

6. Kewenangan . . . 
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6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya 

disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau 

penyelenggara negara lainnya untuk bertindak 

dalam ranah hukum publik.  

7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga 

disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau 

Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya 

disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang 

selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan 

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara 

lainnya untuk melakukan dan/atau tidak 

melakukan perbuatan konkret dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan. 

9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan 

yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat 

Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret 

yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

undangan yang memberikan pilihan, tidak 

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau 

adanya stagnasi pemerintahan. 

10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna 

kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan 

di suatu instansi pemerintahan yang 

membutuhkan. 

11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan 

yang dibuat atau disampaikan dengan 

menggunakan atau memanfaatkan media 

elektronik. 

12. Legalisasi . . . 
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12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu 

salinan surat atau dokumen Administrasi 

Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan 

aslinya. 

13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan 

Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua)  Pejabat 

Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh 

tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang menangani suatu 

urusan pemerintahan. 

14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat 

Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi 

untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang 

lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat 

mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan 

dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau 

dilakukannya. 

15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan 

hukum perdata yang terkait dengan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian 

sengketa yang dilakukan dalam lingkungan 

Administrasi Pemerintahan sebagai akibat 

dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan 

yang merugikan. 

17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang 

selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang 

digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang 

bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan 

Keputusan dan/atau Tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 

19. Izin . . . 
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19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang 

berwenang sebagai wujud persetujuan atas 

permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan 

yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari 

kesepakatan Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas 

umum dan/atau sumber daya alam dan 

pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud 

persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat 

yang merupakan pengecualian terhadap suatu 

larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 atau Undang-Undang. 

23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih 

tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung 

jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya 

kepada penerima delegasi.  

24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih 

tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung 

jawab dan tanggung gugat tetap berada pada 

pemberi mandat. 

25. Menteri . . . 
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25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan 

aparatur negara. 

 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Bagian Kesatu 

Maksud 

 

Pasal 2 

 

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan 

dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga 

Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 

Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan. 

 

 

Bagian Kedua 

Tujuan 

 

Pasal 3 

 

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi 

Pemerintahan adalah: 

a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan; 

b. menciptakan kepastian hukum; 

c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang; 

d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan; 

e. memberikan . . . 
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e. memberikan pelindungan hukum kepada Warga 

Masyarakat dan aparatur pemerintahan; 

f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan menerapkan AUPB; dan 

g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

kepada Warga Masyarakat. 

 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP DAN ASAS 

 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 4 

 

(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi 

Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi 

semua aktivitas: 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam 

lingkup lembaga eksekutif; 

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam 

lingkup lembaga yudikatif; 

c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam 

lingkup lembaga legislatif; dan 

d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya 

yang  menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan 

yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau 

undang-undang. 

 

(2) Pengaturan . . . 
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(2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, 

kewenangan pemerintahan, diskresi, 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 

prosedur administrasi pemerintahan, keputusan 

pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan 

pengembangan administrasi pemerintahan, dan 

sanksi administratif.  

 

 

Bagian Kedua 

Asas 

 

Pasal 5 

 

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 

berdasarkan: 

a. asas legalitas; 

b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan 

c. AUPB. 

 

 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN 

 

Pasal 6 

 

(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk 

menggunakan Kewenangan dalam mengambil 

Keputusan dan/atau Tindakan. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AUPB; 

b. menyelenggarakan . . . 
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b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan 

berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; 

c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau 

elektronis dan/atau menetapkan Tindakan; 

d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, 

mengubah, mengganti, mencabut, menunda, 

dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau 

Tindakan;  

e. menggunakan Diskresi sesuai dengan 

tujuannya; 

f. mendelegasikan dan memberikan Mandat 

kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan; 

g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana 

tugas untuk melaksanakan tugas apabila 

pejabat definitif berhalangan; 

h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan 

keamanan dalam menjalankan tugasnya; 

j. memperoleh bantuan hukum dalam 

pelaksanaan tugasnya; 

k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di 

lingkungan atau wilayah kewenangannya; 

l. menyelesaikan Upaya Administratif yang 

diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau 

Tindakan yang dibuatnya; dan 

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada 

bawahan yang melakukan pelanggaran 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

 

 
Pasal 7 . . . 
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Pasal 7 

 

(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk 

menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. 

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: 

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai 

dengan kewenangannya; 

b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. mematuhi persyaratan dan prosedur 

pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; 

d. mematuhi Undang-Undang ini dalam 

menggunakan Diskresi; 

e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta 

bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan tertentu; 

f. memberikan kesempatan kepada Warga 

Masyarakat untuk didengar pendapatnya 

sebelum membuat Keputusan dan/atau 

Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat 

yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau 

Tindakan yang menimbulkan kerugian paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 

Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan 

dan/atau dilakukan; 

h. menyusun standar operasional prosedur 

pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; 

i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi 

Pemerintahan, serta membuka akses dokumen 

Administrasi Pemerintahan kepada Warga 

Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh 

undang-undang; 

j. menerbitkan . . . 
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j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan 

Warga Masyarakat, sesuai dengan  hal-hal yang 

diputuskan dalam keberatan/banding; 

k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan 

yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan 

tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, 

pejabat yang bersangkutan, atau Atasan 

Pejabat; dan 

l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

 

 

BAB V 

 KEWENANGAN PEMERINTAHAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 8 

 

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus 

ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: 

a. peraturan perundang-undangan; dan 

b. AUPB. 

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang 

menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan. 

 

 

 

 

Bagian . . . 
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Bagian Kedua 

Peraturan Perundang-undangan 

 

Pasal 9 

 

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AUPB. 

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar Kewenangan; dan 

b. peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan. 

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau 

menunjukkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan 

dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan. 

(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang 

untuk menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang 

memberikan kemanfaatan umum dan sesuai 

dengan AUPB.  

 

 

 

 

Bagian . . . 
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Bagian Ketiga 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik  

 

Pasal 10 

 

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini 

meliputi asas: 

a. kepastian hukum; 

b. kemanfaatan; 

c. ketidakberpihakan; 

d. kecermatan; 

e. tidak menyalahgunakan kewenangan; 

f. keterbukaan;  

g. kepentingan umum; dan 

h. pelayanan yang baik.  

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian 

hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

 

 

Bagian Keempat 

Atribusi, Delegasi, dan Mandat 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 11 

 

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, 

dan/atau Mandat. 

 

 

 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Atribusi 

 

Pasal 12 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: 

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau 

undang-undang; 

b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya 

tidak ada; dan 

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memperoleh Wewenang melalui Atribusi,  tanggung 

jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.  

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, 

kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau 

undang-undang. 

 

Paragraf 3 

Delegasi 

 

Pasal 13 

 

(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: 

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan 

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

lainnya; 

b. ditetapkan . . . 
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b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan 

Daerah; dan 

c. merupakan Wewenang pelimpahan atau 

sebelumnya telah ada. 

(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat 

didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain 

dalam peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-

undangan menentukan lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui 

Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan 

ketentuan: 

a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum 

Wewenang dilaksanakan;  

b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu 

sendiri; dan 

c. paling banyak diberikan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat 

di bawahnya. 

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri 

Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, 

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan 

Delegasi menimbulkan ketidakefektifan 

penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang memberikan 

pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali 

Wewenang yang telah didelegasikan.  

(7) Badan . . . 
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(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung 

jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi. 

 

Paragraf 4 

Mandat 

 

Pasal 14 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

memperoleh Mandat apabila: 

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan di atasnya; dan 

b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.  

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas: 

a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas 

rutin dari pejabat definitif yang berhalangan 

sementara; dan 

b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas 

rutin dari pejabat definitif yang berhalangan 

tetap. 

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat 

memberikan Mandat kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi 

bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menerima Mandat harus menyebutkan atas nama 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memberikan Mandat. 

 

 (5) Badan . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 17 - 

 

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri 

Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, 

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan 

Mandat menimbulkan ketidakefektifan 

penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat 

dapat menarik kembali Wewenang yang telah 

dimandatkan.  

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak 

berwenang mengambil Keputusan dan/atau 

Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak 

pada perubahan status hukum pada aspek 

organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.  

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung 

jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat. 

 

 

Bagian Kelima 

Pembatasan Kewenangan 

 

Pasal 15 

 

(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

dibatasi oleh: 

a. masa atau tenggang waktu Wewenang; 

b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; 

dan 

c. cakupan bidang atau materi Wewenang. 

 

 (2) Badan . . . 
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(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah 

berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak 

dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau 

Tindakan. 

 

 

Bagian Keenam 

Sengketa Kewenangan 

 

Pasal 16 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah 

terjadinya Sengketa Kewenangan dalam 

penggunaan Kewenangan. 

(2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di 

lingkungan pemerintahan, kewenangan 

penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada 

antaratasan Pejabat Pemerintahan yang 

bersengketa melalui koordinasi untuk 

menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan 

kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat 

para pihak yang bersengketa sepanjang tidak 

merugikan keuangan negara, aset negara, 

dan/atau lingkungan hidup.  

(4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa 

Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada 

tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden. 

 

(5) Penyelesaian . . . 
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(5) Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan lembaga 

negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. 

(6) Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan 

kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau 

lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

 

Bagian Ketujuh 

Larangan Penyalahgunaan Wewenang 

 

Pasal 17 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang 

menyalahgunakan Wewenang. 

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. larangan melampaui Wewenang; 

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; 

dan/atau 

c. larangan bertindak sewenang-wenang. 

 

Pasal 18 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila 

Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: 

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu 

berlakunya Wewenang;  

b. melampaui batas wilayah berlakunya 

Wewenang; dan/atau 

c. bertentangan . . . 
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c. bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

dikategorikan mencampuradukkan Wewenang 

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17 ayat (2) 

huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan 

yang dilakukan: 

a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang 

yang diberikan; dan/atau 

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang 

diberikan. 

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

dikategorikan bertindak sewenang-wenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan 

yang dilakukan: 

a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau 

b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 19 

 

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan 

dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau 

dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan 

Pasal  18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan 

ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap. 

 

 
(2) Keputusan . . . 
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(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan 

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat 

dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan 

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 20 

 

(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan 

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan 

intern pemerintah. 

(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern 

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. tidak terdapat kesalahan; 

b. terdapat kesalahan administratif; atau 

c. terdapat kesalahan administratif yang 

menimbulkan kerugian keuangan negara. 

(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah 

berupa terdapat kesalahan administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dilakukan tindak lanjut dalam bentuk 

penyempurnaan administrasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah 

berupa terdapat kesalahan administratif yang 

menimbulkan kerugian keuangan negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara 

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 

diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. 

 

(5) Pengembalian . . . 
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(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan 

Pemerintahan, apabila kesalahan administratif  

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

terjadi bukan karena adanya unsur 

penyalahgunaan Wewenang. 

(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat 

Pemerintahan, apabila kesalahan administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan 

Wewenang. 

 

Pasal 21 

 

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan 

memutuskan ada atau tidak ada unsur 

penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh 

Pejabat Pemerintahan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk 

menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan 

Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. 

(3) Pengadilan wajib memutus permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 

21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan 

diajukan. 

(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib 

memutus permohonan banding sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh 

satu)  hari kerja sejak permohonan banding 

diajukan. 

(6) Putusan . . . 
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(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final 

dan mengikat.  

 

 

BAB VI 

DISKRESI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 22 

 

(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang. 

(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan 

bertujuan untuk: 

a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;  

b. mengisi kekosongan hukum; 

c. memberikan kepastian hukum; dan 

d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam 

keadaan tertentu guna kemanfaatan dan 

kepentingan umum.  

 

 
Bagian Kedua 

Lingkup Diskresi 

 

Pasal 23 

 

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: 

a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang memberikan suatu pilihan 

Keputusan dan/atau Tindakan; 

b. pengambilan . . . 
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b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan 

karena peraturan perundang-undangan tidak 

mengatur;    

c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan 

karena peraturan perundang-undangan tidak 

lengkap atau tidak jelas; dan 

d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan 

karena adanya stagnasi pemerintahan guna 

kepentingan yang lebih luas. 

 

 

Bagian Ketiga 

Persyaratan Diskresi 

 

Pasal 24 

 

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi 

harus memenuhi syarat: 

a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); 

b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. sesuai dengan AUPB; 

d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;  

e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan 

f. dilakukan dengan iktikad baik.  

 

 

Pasal 25 

 

(1) Penggunaan Diskresi yang berpotensi  mengubah 

alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan 

dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 
(2) Persetujuan . . . 
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(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila penggunaan Diskresi 

berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, 

dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum 

yang berpotensi membebani keuangan negara. 

(3) Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan 

keresahan masyarakat, keadaan darurat, 

mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat 

Pemerintahan wajib memberitahukan kepada 

Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan 

melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah 

penggunaan Diskresi. 

(4) Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

apabila penggunaan Diskresi berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi 

menimbulkan keresahan masyarakat. 

(5) Pelaporan setelah penggunaan Diskresi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

apabila penggunaan Diskresi berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi 

dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, 

dan/atau terjadi bencana alam. 

 

 

Bagian Keempat 

Prosedur Penggunaan Diskresi 

 

Pasal 26 

 

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) 

wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, 

serta dampak administrasi dan keuangan. 

 

(2) Pejabat . . . 
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(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan 

permohonan persetujuan secara tertulis kepada 

Atasan Pejabat. 

(3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas 

permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan 

persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan.  

(4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat 

tersebut harus memberikan alasan penolakan 

secara tertulis. 

 

Pasal 27 

 

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) 

wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan 

dampak administrasi yang berpotensi mengubah 

pembebanan keuangan negara. 

(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan 

pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada 

Atasan Pejabat. 

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada      

ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja 

sebelum penggunaan Diskresi.  

 

Pasal 28 

 

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) 

wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan 

dampak yang ditimbulkan. 

 

(2) Pejabat . . . 
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(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan 

laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat 

setelah penggunaan Diskresi. 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak penggunaan Diskresi.  

 

Pasal 29 

 

Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 

dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada 

Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf g. 

 

 

Bagian Kelima 

Akibat Hukum Diskresi 

 

Pasal 30 

 

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui 

Wewenang apabila: 

a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya 

Wewenang yang diberikan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya 

Wewenang yang diberikan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26,     

Pasal 27, dan  Pasal 28. 

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak 

sah. 

Pasal 31 . . . 
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Pasal 31 

 

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan 

mencampuradukkan Wewenang apabila:  

a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan 

tujuan Wewenang yang diberikan; 

b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26,    

Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau 

c. bertentangan dengan AUPB. 

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibatalkan. 

 

Pasal 32 

 

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai 

tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan 

oleh pejabat yang tidak berwenang. 

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak 

sah. 

 

 

BAB VII 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 33 

 

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

 
(2) Keputusan . . . 
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(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku 

hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau 

dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 

(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

dilakukan oleh: 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; 

atau 

b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang 

mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan 

apabila pada tahap penyelesaian Upaya 

Administratif. 

 

 

Bagian Kedua 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

 

Pasal 34 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

berwenang menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas: 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

wilayah hukum tempat penyelenggaran 

pemerintahan terjadi; atau 

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

wilayah hukum tempat seorang individu atau 

sebuah organisasi berbadan hukum melakukan 

aktivitasnya. 

 

(2) Apabila . . . 
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(2) Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan 

tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan 

dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang 

memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai 

pelaksana harian atau pelaksana tugas. 

(3) Pelaksana harian atau pelaksana tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau 

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin 

yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan 

ketentuan  peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan 

Kewenangan lintas Badan dan/atau Pejabat  

Pemerintahan  dilaksanakan  melalui  kerja sama  

antar-Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  yang 

terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

Bagian Ketiga 

Bantuan Kedinasan 

 

Pasal 35 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat 

memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta 

dengan syarat:  

a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat 

dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan; 

 

 

 b. penyelenggaraan . . . 
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b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat 

dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga 

dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan;   

c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan  tidak memiliki pengetahuan dan 

kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; 

d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan 

melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan  

dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  

membutuhkan surat keterangan dan berbagai 

dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau 

e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya 

dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, 

dan fasilitas yang besar dan tidak mampu 

ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan tersebut. 

(2) Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan 

menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan 

ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima 

dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan 

pembiayaan ganda. 

 

Pasal 36 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat 

menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila: 

a. mempengaruhi kinerja Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan pemberi bantuan;  

b. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan bersifat rahasia; atau 

c. ketentuan . . . 
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c.  ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak memperbolehkan pemberian bantuan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menolak untuk memberikan  Bantuan Kedinasan 

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memberikan alasan penolakan secara tertulis. 

(3) Jika suatu Bantuan Kedinasan yang diperlukan 

dalam keadaan darurat, maka  Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan wajib memberikan Bantuan 

Kedinasan. 

 

Pasal 37 

 

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau 

Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan 

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  yang 

membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan 

lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah 

pihak. 

 

 

Bagian Keempat 

Keputusan Berbentuk Elektronis 

 

Pasal 38 

 

(1) Pejabat  dan/atau  Badan  Pemerintahan  dapat   

membuat  Keputusan   Berbentuk Elektronis. 

(2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau 

disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau 

tidak disampaikan secara tertulis.  

 

(3) Keputusan . . . 
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(3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan 

hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan 

berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh 

pihak yang bersangkutan. 

(4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak 

disampaikan, maka yang berlaku adalah 

Keputusan dalam bentuk elektronis. 

(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan 

dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam 

bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan 

dalam bentuk tertulis. 

(6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan 

keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk 

tertulis. 

 

 

Bagian Kelima 

Izin, Dispensasi, dan Konsesi 

 

Pasal 39 

 

(1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat 

menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi 

dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

berbentuk Izin apabila: 

a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan 

dilaksanakan; dan 

b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan 

kegiatan yang memerlukan perhatian khusus 

dan/atau memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 (3) Keputusan . . . 
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(3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

berbentuk Dispensasi apabila: 

a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan 

dilaksanakan; dan 

b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan 

kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan 

atau perintah.  

(4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

berbentuk Konsesi apabila: 

a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan 

dilaksanakan; 

b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan 

pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan/atau swasta; dan 

c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan 

kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. 

(5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh 

pemohon wajib diberikan persetujuan atau 

penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan 

lain dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh 

menyebabkan kerugian negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII . . . 
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BAB VIII 

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

Bagian Kesatu 

Para Pihak 

 

Pasal 40 

 

Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan 

terdiri atas: 

a.  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan 

b.  Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak 

yang terkait.  

 

 

Bagian Kedua 

Pemberian Kuasa 

 

Pasal 41 

 

(1) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 huruf b dapat memberikan kuasa tertulis 

kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili 

dalam prosedur Administrasi Pemerintahan, 

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. 

(2) Jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

menerima lebih dari satu surat kuasa untuk satu 

prosedur Administrasi Pemerintahan yang sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan mengembalikan 

kepada pemberi kuasa untuk menentukan satu 

penerima kuasa yang berwenang mewakili 

kepentingan pemberi kuasa dalam prosedur 

Administrasi Pemerintahan. 

 

(3) Penerima . . . 
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(3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian 

kuasa secara tertulis yang sah kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam prosedur 

Administrasi Pemerintahan. 

(4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. judul surat kuasa; 

b. identitas pemberi kuasa; 

c. identitas penerima kuasa; 

d. pernyataan pemberian kuasa khusus secara 

jelas dan tegas; 

e. maksud pemberian kuasa; 

f. tempat dan tanggal pemberian kuasa; 

g. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan 

h. materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(5) Pencabutan surat kuasa kepada penerima kuasa 

hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku 

pada saat surat tersebut diterima oleh Badan atau 

Pejabat Pemerintahan  yang bersangkutan. 

(6) Dalam hal Warga Masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b tidak dapat 

bertindak sendiri dan tidak memiliki wakil yang 

dapat bertindak atas namanya, maka Badan atau 

Pejabat Pemerintahan dapat menunjuk wakil 

dan/atau perwakilan pihak yang terlibat dalam 

prosedur Administrasi Pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

Bagian . . . 
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Bagian Ketiga 

Konflik Kepentingan 

 

Pasal 42 

 

(1) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki 

Konflik Kepentingan dilarang menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan. 

(2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik 

Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau 

pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas: 

a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan 

kepala daerah; 

b. menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di 

lingkungannya; 

c. kepala daerah bagi pejabat daerah; dan 

d. atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan. 

 

Pasal 43 

 

(1) Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan dilatarbelakangi: 

a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;  

b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;  

c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;  

d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan 

mendapat gaji dari  pihak  yang  terlibat;  

e. hubungan . . . 
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e. hubungan  dengan   pihak   yang   memberikan 

rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; 

dan/atau  

f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang 

dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat 

Pemerintahan yang bersangkutan wajib 

memberitahukan kepada atasannya. 

 

Pasal 44 

 

(1) Warga Masyarakat berhak melaporkan atau 

memberikan keterangan adanya dugaan Konflik 

Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

(2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat 

yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan dengan mencantumkan 

identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-

bukti terkait. 

(3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2) wajib memeriksa, meneliti, dan 

menetapkan Keputusan terhadap laporan atau 

keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau 

keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik 

Kepentingan, maka Atasan Pejabat wajib 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan.  

(5) Keputusan . . . 
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(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada atasan Atasan 

Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang 

menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari 

kerja. 

 

Pasal 45 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan     

Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab 

terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan 

yang ditetapkan dan/atau dilakukannya. 

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan karena adanya  Konflik 

Kepentingan dapat dibatalkan. 

 

 

Bagian Keempat 

Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan 

 

Pasal 46 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang 

terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, 

dokumen, dan fakta yang terkait sebelum 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan 

pembebanan bagi Warga Masyarakat. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait 

secara langsung. 

 

 Pasal 47 . . . 
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Pasal 47 

 

Dalam hal  Keputusan menimbulkan pembebanan bagi 

Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-

pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari 

kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 48 

 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 

Pasal 47 tidak berlaku apabila:  

a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk 

melindungi kepentingan umum dengan 

mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan 

keadilan; 

b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus 

dipikul oleh Warga Masyarakat yang bersangkutan; 

dan/atau 

c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum. 

 

 

Bagian Kelima 

Standar Operasional Prosedur 

 

Pasal 49 

 

(1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan 

kewenangannya wajib menyusun dan 

melaksanakan pedoman umum standar operasional 

prosedur  pembuatan Keputusan. 

 

(2) Standar . . . 
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(2) Standar operasional prosedur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman 

umum standar operasional prosedur pembuatan 

Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. 

(3) Pedoman umum standar operasional prosedur 

pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada 

publik melalui media cetak, media elektronik, dan 

media lainnya. 

 

 

Bagian Keenam 

Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan 

 

Pasal 50 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen 

dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari 

pemohon. 

(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup 

pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan 

dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung 

penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

(3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

permohonan Keputusan dan/atau Tindakan 

diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

memberitahukan kepada pemohon, permohonan 

diterima. 

 

(4) Dalam . . . 
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(4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

permohonan Keputusan dan/atau Tindakan 

diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

memberitahukan kepada pemohon, permohonan 

ditolak. 

 

 

Bagian Ketujuh 

Penyebarluasan Dokumen Administrasi Pemerintahan 

 

Pasal 51 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

membuka akses dokumen Administrasi 

Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat 

untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan 

lain oleh undang-undang.  

(2) Hak mengakses dokumen Administrasi 

Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berlaku, jika dokumen Administrasi 

Pemerintahan termasuk kategori rahasia negara 

dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. 

(3) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki kewajiban untuk tidak melakukan 

penyimpangan pemanfaatan informasi yang 

diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX . . . 
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BAB IX 

KEPUTUSAN PEMERINTAHAN 

 

Bagian Kesatu 

Syarat Sahnya Keputusan 

 

Pasal 52 

 

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: 

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 

b. dibuat sesuai prosedur; dan 

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. 

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan AUPB. 

 

Pasal 53 

 

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak menentukan batas waktu kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) 

hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan. 

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau 

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka 

permohonan tersebut  dianggap dikabulkan secara 

hukum. 

(4) Pemohon . . . 
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(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan untuk memperoleh putusan 

penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 

21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan 

diajukan. 

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

menetapkan Keputusan untuk melaksanakan 

putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

putusan Pengadilan ditetapkan. 

 

Pasal 54 

 

(1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat: 

a.  konstitutif; atau 

b.  deklaratif. 

(2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi 

tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang 

menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. 

 

Pasal 55 

 

(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan 

pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang 

menjadi dasar penetapan Keputusan. 

(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut 

diikuti dengan penjelasan terperinci. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian 

alasan terhadap keputusan Diskresi. 

 

 Pasal 56 . . . 
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Pasal 56 

 

(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52  ayat (1) 

huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. 

(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) 

huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang 

batal atau dapat dibatalkan. 

 

 

Bagian Kedua 

Berlaku dan Mengikatnya Keputusan 

 

Paragraf 1 

Berlakunya Keputusan 

 

Pasal 57 

 

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali 

ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

Keputusan. 

 

Pasal 58 

 

(1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas 

waktu mulai  dan berakhirnya Keputusan, kecuali 

yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu 

sendiri.  

 
(3) Dalam . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 46 - 

 

(3) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu 

Keputusan jatuh pada hari Minggu atau hari libur 

nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari 

kerja berikutnya. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak berlaku jika kepada pihak yang 

berkepentingan telah ditetapkan batas waktu 

tertentu dan tidak dapat diundurkan. 

(5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam suatu 

Keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali 

untuk menghindari kerugian yang lebih besar 

dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat. 

  

Pasal 59 

 

(1) Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan 

bagi Warga Masyarakat dapat memuat syarat-

syarat yang tidak bertentangan dengan hukum.  

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa ketentuan mulai dan berakhirnya: 

a. Keputusan dengan batas waktu; 

b. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan 

datang; 

c. Keputusan dengan penarikan; 

d. Keputusan dengan tugas; dan/atau 

e. Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya 

perubahan fakta dan kondisi hukum.  

 

 

 

 

 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Mengikatnya Keputusan 

 

Pasal 60 

 

(1) Keputusan memiliki daya mengikat sejak 

diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh 

pihak yang tersebut dalam Keputusan.  

(2) Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman 

oleh penerima Keputusan, daya mengikat 

Keputusan sejak diterimanya.  

(3) Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu 

penerimaan antara pengirim dan penerima 

Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan 

pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima 

Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh 

pengirim. 

 

 

Bagian Ketiga 

Penyampaian Keputusan 

 

Pasal 61 

 

(1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan  kepada pihak-

pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut. 

(2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang 

terlibat lainnya. 

(3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada 

pihak lain untuk menerima Keputusan. 

 

 

 

 

Pasal 62 . . . 
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Pasal 62 

 

(1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, 

kurir, atau sarana elektronis. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus segera disampaikan kepada yang 

bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja 

sejak ditetapkan. 

(3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau 

bersifat massal disampaikan paling lama              

10 (sepuluh)  hari kerja sejak ditetapkan.  

(4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, 

media elektronik, dan/atau media lainnya mulai 

berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

terhitung sejak ditetapkan. 

(5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan 

harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan 

penerimaan. 

 

 

Bagian Keempat 

Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan 

 

Paragraf 1 

Perubahan 

 

Pasal 63 

 

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila 

terdapat:  

a. kesalahan konsideran; 

b. kesalahan redaksional; 

c. perubahan . . . 
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c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; 

dan/atau 

d. fakta baru. 

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan mencantumkan alasan objektif dan 

memperhatikan AUPB. 

(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat 

Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan 

dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan 

perubahan tersebut. 

(4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari 

kerja sejak ditemukannya alasan perubahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan 

Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam 

Keputusan. 

 

Paragraf 2 

Pencabutan 

 

Pasal 64 

 

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan 

apabila terdapat cacat: 

a. wewenang; 

b. prosedur; dan/atau 

c. substansi. 

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan 

Keputusan baru dengan mencantumkan dasar 

hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB. 

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dilakukan:  

a. oleh . . . 
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a. oleh  Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan; 

b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan 

Keputusan; atau 

c. atas perintah Pengadilan.  

(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh 

Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 

huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari  kerja 

sejak ditemukannya dasar pencabutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku 

sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. 

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas 

perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c dilakukan paling lama                  

21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah 

Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal 

ditetapkan keputusan pencabutan.  

 

Paragraf 3 

Penundaan 

 

Pasal 65 

 

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat 

ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi 

menimbulkan:  

a. kerugian negara; 

b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau 

c. konflik sosial. 

(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: 

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan; dan/atau 

b. Atasan Pejabat. 

(3) Penundaan . . . 
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(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan 

berdasarkan: 

a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau 

b. Putusan Pengadilan. 

 

Paragraf 4 

Pembatalan 

 

Pasal 66 

 

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila 

terdapat cacat: 

a. wewenang; 

b. prosedur; dan/atau 

c. substansi. 

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan 

Keputusan yang baru dengan mencantumkan 

dasar hukum pembatalan dan memperhatikan 

AUPB. 

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: 

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan; 

b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; 

atau 

c. atas putusan Pengadilan. 

(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh 

Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 

huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari  kerja 

sejak  ditemukannya   alasan   pembatalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku 

sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan. 

(5) Keputusan . . . 
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(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas 

perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c dilakukan paling lama                   

21 (dua puluh satu) hari  kerja sejak perintah 

Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal 

ditetapkan keputusan pencabutan.  

(6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut 

kepentingan umum wajib diumumkan melalui 

media massa.  

 

Pasal 67 

 

(1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan  menarik kembali semua 

dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi 

akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar 

penetapan Keputusan. 

(2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengembalikannya kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

pembatalan Keputusan.   

 

Pasal 68 

 

(1) Keputusan berakhir apabila: 

a. habis masa berlakunya; 

b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang 

berwenang; 

c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau 

berdasarkan putusan Pengadilan; atau 

d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

 (2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan 

sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum.  

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang 

dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan 

Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan 

pencabutan. 

(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat 

Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru 

untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan. 

(5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan 

tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal 69 

 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah 

Keputusan atas permohonan  Warga  Masyarakat   

terkait,   baik   terhadap   Keputusan   baru maupun 

Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau 

dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1),  

dan Pasal 66 ayat (1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bagian . . . 
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Bagian Kelima 

Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan 

 

Paragraf 1 

Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah 

 

Pasal 70 

 

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:  

a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang tidak berwenang;  

b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; 

dan/atau 

c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang bertindak sewenang-

wenang. 

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: 

a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau 

Tindakan tersebut ditetapkan; dan 

b. segala akibat hukum yang ditimbulkan 

dianggap tidak pernah ada. 

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan 

pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak 

sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

mengembalikan uang ke kas negara. 

 

Paragraf 2 

Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat Dibatalkan 

 

Pasal 71 

 

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan 

apabila:  

a. terdapat . . . 
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a. terdapat kesalahan prosedur; atau 

b. terdapat kesalahan substansi.  

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap 

sah sampai adanya pembatalan; dan 

b. berakhir setelah ada pembatalan. 

(3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat 

Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru 

dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau 

berdasarkan perintah Pengadilan. 

(4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat 

Pemerintahan. 

(5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau 

Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

 

Pasal 72 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang 

sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak 

sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat 

yang bersangkutan atau atasan yang 

bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan 

tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan 

dari Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 Bagian . . . 
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Bagian Keenam 

Legalisasi Dokumen 

 

Pasal 73 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menetapkan Keputusan berwenang untuk 

melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan 

yang ditetapkan. 

(2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain  yang 

diberikan wewenang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau pengabsahan 

oleh notaris.  

(3) Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika 

terdapat keraguan terhadap keaslian isinya.  

(4) Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:  

a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli 

dan salinan/fotokopinya; dan 

b. tanggal, tanda tangan pejabat yang 

mengesahkan, dan cap stempel institusi atau 

secara notarial. 

(5) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang 

dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan  

tidak dipungut biaya. 

 

Pasal 74 

 

(1) Keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia. 

(2) Keputusan yang akan dilegalisasi yang 

menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah 

terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia. 

 
(3) Penerjemah . . . 
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(3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah 

resmi. 

 

 

BAB X 

UPAYA ADMINISTRATIF 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 75 

 

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap 

Keputusan dan/atau Tindakan  dapat  mengajukan 

Upaya  Administratif   kepada  Pejabat  

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. keberatan; dan 

b. banding. 

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan 

dan/atau Tindakan, kecuali:  

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan 

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar. 

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

segera menyelesaikan Upaya Administratif  yang 

berpotensi membebani keuangan negara. 

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani 

biaya. 

 

 

 
Pasal 76 . . . 
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Pasal 76 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  berwenang 

menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau 

Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 

yang diajukan oleh Warga Masyarakat. 

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas 

penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan 

banding kepada Atasan Pejabat. 

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas 

penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga 

Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan.  

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan 

batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau 

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan 

administratif. 

 

 

Bagian Kedua 

Keberatan 

 

Pasal 77 

 

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu 

paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak 

diumumkannya Keputusan  tersebut  oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan. 

 

(3) Dalam. . . 
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(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai 

permohonan keberatan. 

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) 

hari kerja. 

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

keberatan dianggap dikabulkan. 

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, 

ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan 

sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

menetapkan Keputusan sesuai dengan 

permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 

berakhirnya tenggang waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

 

 

Bagian Ketiga 

Banding 

 

Pasal 78 

 

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu 

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

keputusan upaya keberatan diterima. 

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat  

yang menetapkan Keputusan. 

 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai 

dengan permohonan banding. 

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) 

hari kerja. 

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan 

dianggap dikabulkan. 

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

menetapkan Keputusan sesuai dengan 

permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 

berakhirnya tenggang waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

  

 

BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

 Pasal 79 

 

(1) Pembinaan dan pengembangan Administrasi 

Pemerintahan dilakukan oleh Menteri dengan 

mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri. 

(2) Pembinaan dan pengembangan Administrasi 

Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan: 

a. melakukan supervisi pelaksanaan Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan; 

b. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan; 

c. mengembangkan . . . 
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c. mengembangkan konsep Administrasi 

Pemerintahan;  

d. memajukan tata pemerintahan yang baik; 

e. meningkatkan akuntabilitas kinerja 

pemerintahan; 

f. melindungi hak individu atau Warga 

Masyarakat dari penyimpangan administrasi 

ataupun penyalahgunaan Wewenang oleh 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan 

g. mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam 

proses pengambilan Keputusan dan/atau 

Tindakan. 

 

 

BAB XII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 80 

 

(1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), 

Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 

36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), 

Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat 

(4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), 

Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat 

(1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 

ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 

77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) 

dikenai sanksi administratif ringan.  

(2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), 

Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat 

(6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai 

sanksi administratif sedang. 

(3) Pejabat . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 62 - 

 

(3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 

42 dikenai sanksi administratif berat. 

(4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat  (2) 

yang menimbulkan kerugian pada keuangan 

negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak 

lingkungan hidup dikenai sanksi administratif 

berat. 

 

Pasal 81 

 

(1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 80 ayat (1) berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; atau 

c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, 

dan/atau hak-hak jabatan. 

(2) Sanksi administratif sedang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: 

a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;  

b. pemberhentian sementara dengan memperoleh 

hak-hak jabatan; atau 

c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh 

hak-hak jabatan. 

(3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 80 ayat (3) berupa: 

a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-

hak keuangan dan fasilitas lainnya; 

b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-

hak keuangan dan fasilitas lainnya; 

c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-

hak keuangan dan fasilitas lainnya serta 

dipublikasikan di media massa; atau 

d. pemberhentian . . . 
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d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-

hak keuangan dan fasilitas lainnya serta  

dipublikasikan di media massa. 

(4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 82 

 

(1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 dilakukan oleh: 

a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; 

b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan 

oleh pejabat daerah; 

c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan 

ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan 

d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh 

para  menteri/pimpinan lembaga.  

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 dilakukan oleh: 

a. gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh 

bupati/walikota; dan 

b. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri apabila Keputusan 

ditetapkan oleh gubernur. 

 

Pasal 83 

 

(1) Sanksi administratif  ringan, sedang atau berat 

dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur 

proporsional dan keadilan. 

(2) Sanksi  administratif  ringan  dapat  dijatuhkan  

secara  langsung,  sedangkan sanksi administratif 

sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah 

melalui proses pemeriksaan internal. 

 

Pasal 84 . . . 
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Pasal 84 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 85 

 

(1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi 

Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada 

pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan 

berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan 

diselesaikan oleh Pengadilan. 

(2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi 

Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada 

pengadilan umum dan sudah diperiksa,  dengan 

berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan 

dan diputus oleh pengadilan di lingkungan 

peradilan umum. 

(3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum yang 

memutus.  

 

Pasal 86 

 

Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak 

berlakunya Undang-Undang ini,  peraturan  pemerintah  

yang  dimaksudkan  dalam  Undang-Undang ini  belum  

terbit,  hakim  atau  Pejabat  Pemerintahan yang 

berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi 

administratif berdasarkan Undang-Undang ini.  

 
Pasal 87 . . . 
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Pasal 87 

 

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan 

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009  harus dimaknai 

sebagai: 

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan 

faktual; 

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha 

Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, 

dan penyelenggara negara lainnya; 

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan 

AUPB; 

d. bersifat final dalam arti lebih luas;  

e. Keputusan yang  berpotensi menimbulkan akibat 

hukum; dan/atau 

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.  

 

 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 88 

 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus 

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 

Undang-Undang ini diundangkan. 

 

Pasal 89 

 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Oktober 2014 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

        

         ttd. 

        

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd. 

 

                 AMIR SYAMSUDIN 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014  NOMOR 292 

 

 

 

 

 

 



 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2014 

TENTANG  

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

   

 

I. UMUM 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya 

menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara 

hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan 

negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan 

rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip 

tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi 

Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum 

yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. 

Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada 

kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.  

 

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat 

bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat 

diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan 

dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau 

Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga 

Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum 

dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara 

efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha 

Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur  

penyelenggaraan  tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur  

dalam undang-undang.  

 Tugas . . . 
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Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara 

sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan 

tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi 

Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat 

mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai 

dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly),  guna 

memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan.   

 

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam 

sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin 

hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga 

Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara 

sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 

27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi 

objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan.  

  

Dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap 

Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga 

Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan 

dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat 

mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, 

karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem 

Peradilan Tata Usaha Negara.  

 

 

 

Undang-Undang . . 

. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 3 - 

 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan 

secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga 

Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-

Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang 

demokratis, dimana  Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan  oleh  Badan dan/atau   Pejabat Pemerintahan 

atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di 

luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi 

pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. 

Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara 

hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada 

warganya dan bukan sebaliknya. 

 

Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan 

jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi 

subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari 

perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam 

sebuah negara tidak dengan sendirinya—baik secara keseluruhan 

maupun sebagian—dapat terwujud.  

 

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang 

ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan  terhadap Warga Masyarakat tidak dapat 

dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga 

Masyarakat  tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. 

Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang 

telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma 

hukum yang mengikat.  

 

AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan 

perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara 

hukum.  Karena itu penormaan asas ke dalam Undang-Undang ini 

berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.  

Undang-Undang . . 

. 
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Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan 

kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk 

mencegah  praktik   korupsi,   kolusi,   dan   nepotisme.  Dengan   

demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi 

yang semakin baik, transparan, dan efisien.  

 

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya 

adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, 

sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, 

objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan 

kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya 

untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan AUPB. 

 

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung 

hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai 

instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan 

kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-

benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan 

atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 . . . 
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     Pasal 5 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa 

penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 

mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan 

dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak 

asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar 

Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 
Huruf e . . . 
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya 

adalah setiap pihak yang terbebani atas 

Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi 

Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan 

kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk 

didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui 

tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk 

kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau 

perwakilan. 

Huruf g 

Cukup jelas.  

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 

 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “menjadi dasar 

Kewenangan” adalah dasar hukum dalam 

pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai 

dengan kedudukan dan kewenangannya.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “dasar pengambilan 

Keputusan dan/atau Tindakan” adalah dasar 

hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak 

langsung dalam menjalankan tugas pokoknya.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Pertimbangan kemanfaatan umum atas satu Keputusan  

dan/atau Tindakan tidak boleh melanggar norma-norma 

agama, sosial, dan kesusilaan. Kemanfaatan umum 

harus memberikan dampak pada peningkatan 

kesejahteraan dan kepentingan Warga Masyarakat. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” 

adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” 

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara 

seimbang antara: (1) kepentingan  individu yang 

satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) 

kepentingan individu dengan masyarakat;           

(3) kepentingan . . . 
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(3) kepentingan Warga Masyarakat  dan  

masyarakat   asing;   (4)   kepentingan   kelompok 

masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok 

masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah 

dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan 

generasi yang sekarang dan kepentingan generasi  

mendatang; (7) kepentingan manusia dan 

ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.  

 Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” 

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan dengan mempertimbangkan 

kepentingan para pihak secara keseluruhan dan 

tidak diskriminatif. 

 Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah 

asas yang mengandung arti bahwa suatu 

Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan 

pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk 

mendukung legalitas penetapan dan/atau 

pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan 

sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang 

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat 

sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut 

ditetapkan dan/atau dilakukan. 

 Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas tidak 

menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang 

mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan  tidak menggunakan 

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau 

kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan 

tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak 

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau 

tidak mencampuradukkan kewenangan. 

 

Huruf f . . . 
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 Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” 

adalah asas yang melayani masyarakat untuk 

mendapatkan akses dan memperoleh informasi 

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi 

pribadi, golongan, dan rahasia  negara. 

 Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” 

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

dan kemanfaatan umum   dengan   cara   yang   

aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak 

diskriminatif. 

 Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang 

baik” adalah asas yang memberikan pelayanan 

yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, 

sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar 

AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang 

bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak 

dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak 

dikasasi atau putusan Mahkamah Agung. 

  

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13    

Cukup jelas.  

Pasal 14 . . . 
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Pasal 14 

Ayat (1)  

Kewenangan Mandat diperoleh dari sumber kewenangan 

atributif dan delegatif. 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tugas rutin” adalah 

pelaksanaan  tugas jabatan atas nama pemberi 

Mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan 

dan tugas sehari-hari. 

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas 

nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat 

(m.m), dan melaksanakan tugas (m.t). 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas.  

Ayat (7)  

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan 

yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau 

Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan 

perubahan rencana strategis dan rencana kerja 

pemerintah.  

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum 

organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur 

organisasi. 

Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum 

kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai.  

Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” 

adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah 

ditetapkan alokasinya. 

Ayat (8)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 19 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan 

dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak 

berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau 

dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan 

dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan 

segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak 

pernah ada. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah 

pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui 

pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan. 

Pasal 20 . . . 
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Pasal 20  

Cukup jelas. 

  

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf  a 

Cukup jelas. 

Huruf  b 

Cukup jelas. 

Huruf  c 

Cukup jelas. 

Huruf  d 

Yang dimaksud dengan “stagnasi pemerintahan” 

adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas 

pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau 

disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak 

politik. 

 

Pasal 23 

Huruf  a 

Pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat 

Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau 

diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, 

dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang 

dimaksud pilihan Keputusan dan/atau Tindakan adalah 

respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam 

melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi 

Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 Huruf b . . . 
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Huruf  b 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan 

tidak mengatur” adalah ketiadaan atau kekosongan 

hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan 

dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan 

tidak lengkap atau tidak jelas” apabila dalam peraturan 

perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan 

lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak 

harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang 

membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum 

dibuat. 

Huruf  d 

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas” 

adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan 

negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, 

konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan 

bangsa. 

 

Pasal 24 

Huruf  a 

Cukup jelas. 

Huruf  b 

Cukup jelas.  

Huruf  c 

Cukup jelas. 

Huruf  d 

Yang dimaksud dengan “alasan-alasan objektif” adalah 

alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan 

kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta 

berdasarkan AUPB.  

 

Huruf e . . . 
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Huruf  e 

Cukup jelas. 

Huruf  f 

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah Keputusan 

dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 

didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.  

 

Pasal 25 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “memperoleh persetujuan dari 

Atasan Pejabat” adalah memperoleh persetujuan dari 

atasan  langsung pejabat yang berwenang menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 

Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

mengajukan persetujuan kepada kepala daerah.  

Bagi bupati/walikota mengajukan persetujuan kepada 

gubernur.  

Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

negeri.  

Bagi pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga 

mengajukan persetujuan kepada menteri/pimpinan 

lembaga. 

Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari 

persetujuan Diskresi dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “akibat hukum” adalah suatu 

keadaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Diskresi.  

 

 

 

 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3)  

Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen 

untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta 

sebagai  bagian dari akuntabilitas pejabat. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah 

suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera 

penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau 

Tindakan oleh  Pejabat Pemerintahan untuk   menangani   

kondisi  yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau 

menghentikan penyelenggaraan pemerintahan. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas.  

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas.  

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 33 . . . 
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 Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan 

rutin” adalah kegiatan atau hal yang menjadi tugas 

pokoknya. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah biaya yang 

ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan 

penerima Bantuan Kedinasan. 

 

Pasal 36 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Penolakan Bantuan Kedinasan hanya dimungkinkan 

apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat 

mengganggu pelaksanaan tugas Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang diminta bantuan, misalnya: 

pelaksanaan Bantuan Kedinasan yang diminta 

dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki, 

keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu 

pencapaian tujuan, dan kinerja Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan. 

 
Ayat (3) . . . 
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Ayat (3)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Ayat (1)  

Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang informasi dan 

transaksi elektronik. 

Ayat (2)  

Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan, 

dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan 

penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat 

Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli.  Jika 

terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan 

penerimaan dokumen secara elektronis baik dari pihak 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Warga 

Masyarakat, maka kedua belah pihak saling 

memberitahukan secepatnya. 

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas.  

Ayat (5)  

Cukup jelas.  

Ayat (6)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 39 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “memerlukan perhatian 

khusus” adalah setiap usaha atau kegiatan yang 

dilakukan atau dikerjakan oleh Warga 

Masyarakat, dalam  rangka menjaga ketertiban 

umum, maka Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan 

pengawasan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “swasta” meliputi 

perorangan, korporasi yang berbadan hukum di 

Indonesia, dan asing. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas.  

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas.  

 

Pasal 41 

Cukup jelas.  

 

 
Pasal 42 . . . 
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Pasal 42 

Cukup jelas.  

 

Pasal 43 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kerabat dan keluarga” 

adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat 

kedua dalam garis lurus maupun garis samping, 

termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga 

yang dimaksud dengan keluarga meliputi: 

1. orang tua kandung/tiri/angkat; 

2. saudara kandung/tiri/angkat; 

3. suami/isteri; 

4. anak kandung/tiri/angkat; 

5. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat; 

6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 

7. cucu kandung/tiri/angkat; 

8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/ 

isteri; 

9. suami/isteri dari saudara kandung/tiri/ 

angkat; 

10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 

11. mertua. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Cukup jelas.  

  

Pasal 44 

Cukup jelas.  

 

Pasal 45 

Cukup jelas.  

 

Pasal 46 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "Keputusan yang dapat 

menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat” 

adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian 

faktual bagi Warga Masyarakat. 

Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham 

bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan 

menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan 

sebelum penetapan Keputusan.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 47 

Cukup jelas.  

 

Pasal 48 

Huruf a 

Cukup jelas.   

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Keputusan yang menyangkut 

penegakan hukum” adalah Keputusan sebagai 

pelaksanaan Keputusan sebelumnya. 

Contoh: . . . 
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Contoh: Keputusan tentang relokasi bangunan di jalur 

hijau dan pembongkaran rumah yang tidak memiliki izin. 

 

Pasal 49 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “media lainnya” antara lain 

papan pengumuman, brosur, media massa, atau media 

tradisional. 

 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan dokumen” 

mencakup: 

a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang 

menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, 

mengumpulkan informasi, mendengarkan dan 

memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat 

dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis 

dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung 

fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau 

ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum 

ditetapkannya Keputusan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 
Pasal 51 . . . 
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Pasal 51 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “membuka akses” adalah 

memberikan kesempatan membaca,   memfotokopi,   dan   

mengunduh   dokumen   Administrasi Pemerintahan yang 

terkait.  

Ayat (2)  

Yang  dimaksud   dengan  “rahasia  negara”  adalah  

sebagaimana  diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan 

negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.  

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan pihak ketiga” 

adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi 

pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam 

bentuk standar operasional prosedur.  

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas.  
Pasal 54 . . . 
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Pasal 54 

Ayat (1)  

a. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat 

konstitutif” adalah Keputusan yang bersifat 

penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan. 

b. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat 

deklaratif” adalah Keputusan yang bersifat 

pengesahan setelah melalui proses pembahasan di 

tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan yang bersifat konstitutif.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis” adalah 

landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum 

kewenangan dan dasar hukum substansi. 

Yang dimaksud dengan “pertimbangan sosiologis” adalah 

landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat. 

Yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah 

landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan 

penetapan Keputusan. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “penjelasan terperinci” adalah 

penjelasan yang menguraikan alasan penetapan 

Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas.  

 

 

 

Pasal 57 . . . 
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Pasal 57  

Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika 

terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, 

hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan.  

  

Pasal 58 

Cukup jelas.  

 

Pasal 59 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya 

Keputusan dengan batas waktu” adalah 

Keputusan yang mencantumkan adanya 

ketentuan pembatasan dengan batas waktu.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya 

Keputusan atas kejadian pada masa yang akan 

datang” adalah Keputusan yang mencantumkan 

adanya ketentuan pembatasan dengan kejadian 

tertentu. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya 

Keputusan dengan penarikan” adalah Keputusan 

yang mencantumkan adanya ketentuan 

pembatasan dengan Keputusan terhadap 

penarikan Keputusan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya 

Keputusan dengan tugas” adalah Keputusan yang 

mencantumkan adanya ketentuan pembatasan 

mulai tugas yang harus dilakukan. 

 
Huruf e . . . 
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Huruf e 

Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya 

Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya 

perubahan fakta dan kondisi hukum” adalah 

adanya data, fakta, dan informasi yang berubah 

terhadap Keputusan.  

 

Pasal 60 

Cukup jelas.  

 

Pasal 61 

Cukup jelas.  

 

Pasal 62 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “sarana elektronis” antara lain 

faksimile, surat elektronik, dan sebagainya. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau 

bersifat massal antara lain keputusan presiden terkait 

pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat dan 

keputusan presiden terkait pensiun pegawai negeri sipil. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan 

sebagian isi Keputusan oleh Pejabat Pemerintahan. 

 

 Huruf a . . . 
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Huruf a  

Yang dimaksud dengan “kesalahan konsideran” 

adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan 

baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam 

konsideran menimbang dan/atau mengingat. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “kesalahan redaksional” 

adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan 

teknis lainnya. 

Huruf c  

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara 

lain: 

 

1. Keputusan . . . 
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1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima 

Keputusan sampai batas waktu yang 

ditentukan; 

2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang 

menjadi dasar Keputusan telah berubah; 

3. Keputusan dapat membahayakan dan 

merugikan kepentingan umum; atau 

4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan 

tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 65 

Cukup jelas.  

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67  

Cukup jelas.  

 

Pasal 68 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Contoh Keputusan yang berakhir dengan sendirinya:  

Keputusan pengangkatan pejabat yang masa jabatan 

yang  bersangkutan  telah  berakhir,  maka  Keputusan  

pengangkatan tersebut dengan sendirinya menjadi 

berakhir dan  tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 
Ayat (3) . . . 
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Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengatur tentang masa berlakunya suatu Keputusan, 

sedangkan dalam Keputusan pengangkatan pejabat yang 

bersangkutan tidak dicantumkan secara tegas maka 

berakhirnya Keputusan memerlukan penerbitan 

Keputusan baru demi kepastian hukum.  

Contoh dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi 

pemerintahan dari organisasi yang lama  ke organisasi 

baru yang berakibat pada perubahan nomenklatur 

jabatan, sedangkan pemangku jabatan tidak ditentukan 

masa berlakunya dalam keputusan pengangkatan, maka 

diperlukan penetapan keputusan baru untuk mengakhiri 

masa jabatan pejabat yang bersangkutan. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh 

Pejabat Pemerintahan  yang   terkait   maupun   Warga   

Masyarakat   yang   telah menerima pembayaran yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

 

 

 

Pasal 71 . . . 
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Pasal 71 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” 

adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan 

Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan 

dan tatacara yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan/atau 

standar operasional prosedur. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” 

adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya 

materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam 

Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik 

kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan 

paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan 

tipuan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “salinan/fotokopi” adalah 

termasuk juga copy collationee. 

 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah setiap 

informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis 

atau bentuk elektronik yang dikuasai oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan 

aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau 

pelayanan publik.  

Kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “terdapat keraguan” adalah 

karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, 

perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca, 

penambahan atau hilangnya lembar halaman yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “banding” adalah banding 

administratif yang dilakukan pada atasan Atasan 

Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

Cukup jelas.  

 

Pasal 77 

Cukup jelas.  

 

Pasal 78 

Cukup jelas.  

 

Pasal 79 

Ayat (1) 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri melakukan pembinaan dan pengembangan 

Administrasi Pemerintahan di daerah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

  

Pasal 81 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “uang  paksa”  adalah  

sejumlah  uang yang dititipkan sebagai jaminan 

agar Keputusan dan/atau Tindakan dilaksanakan 

sehingga apabila Keputusan dan/atau Tindakan 

telah dilaksanakan uang paksa tersebut 

dikembalikan kepada Pejabat Pemerintahan yang 

bersangkutan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pemberhentian 

sementara” adalah pemberhentian dalam tenggang 

waktu tertentu dengan dibebaskan atau tidak 

menjalankan tugas dan wewenang jabatan 

Administrasi Pemerintahan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a             

Cukup jelas. 

Huruf b             

Cukup jelas. 

Huruf c             

Yang dimaksud dengan “media massa” adalah 

media cetak dan/atau media elektronik baik 

nasional maupun lokal.   

Huruf d             

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas.  

 
Pasal 83 . . . 
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Pasal 83 

Cukup jelas.  

 

Pasal 84 

Cukup jelas.  

 

Pasal 85 

Cukup jelas.  

 

Pasal 86 

Cukup jelas.  

 

Pasal 87  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf  d 

Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup 

Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang 

berwenang. 

Huruf  e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 89 

Cukup jelas. 
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